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ABSTRAK 

Skripsi ini berjudul “Hukum Praktik Pangompangan Menurut Tokoh 

Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Cabang Kraksaan, Kab. 

Probolinggo (Studi Kasus di Desa Sogaan, Kec. Pakuniran, Kab. 

Probolinggo)”.Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan 

untuk menjawab pertanyaan yang tertuang dalam rumusan masalah, meliputi: 1. 

Bagaimana pendapat Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah 

Cabang Kraksaan tentang Pangompangan di Desa Sogaan, Kec. Pakuniran, Kab. 

Probolinggo? 2. Bagaimana analisis komparatif pendapat Ulama Nahdlatul 

Ulama dan Ulama Muhammadiyah Cabang Kraksaan tentang praktik 

pangompangan? 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dan data 

yang diperoleh menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi yang kemudian 

dianalisis dengan menggunakan metode analisis komparatif dalam menguraikan 

data tentang praktik pangompangan. Selanjutnya data tersebut dikelompokkan 

berdasarkan variabel untuk menentukan faktor-faktor yang menjadi persamaan 

dan perbedaan sebagai bahan analisisdalam pola khas dari pemikiran tersebut. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa praktik pangompanganadalah 

praktik menyumbang barang pokok kepada orang yang mengadakan acara 

pernikahan yang nantinya harus dikembalikan kepada orang yang menyumbang 

saat orang tersebut mengadakan acara pernikahan juga. Ulama Nahdlatul Ulama 

membolehkan adanya praktik pangompangan tersebut dan dalam menyikapi 

praktik pangompangan terbagi dalam dua pendapat. Pertama, praktik ini 

merupakan Hibah bi t}awa>b. Kedua, akad hutang piutang. Sedangkan menurut 

Ulama Muhammadiyah praktik pangompangan ini adalah bentuk tolong 

menolong namun tidak boleh dilaksanakan karena adanya perubahan tujuan dari 

tolong menolong menjadi hutang piutang. Sebagian Ulama Nahdlatul Ulama dan 

Ulama Muhammadiyah sama-sama menggunakan dalil Al-Qur’an sebagai 

rujukan. Perbedaan yang ditemukan dalam setiap pendapat tersebut 

dilatarbelakangi oleh organisasinya, karena masing-masing organisasi tersebut 

mempunyai metode penggalian hukum masing-masing. 

Pada akhir penulisan ini, penulis menyarankan untuk setiap masyarakat 

yang melaksanakan praktik pangompangan dapat memilah terlebih dahulu berapa 

takaran yang harus di berikan sebagai bentuk pelaksaan pangompangan antara 

yang memiliki ekonomi menengah ke bawah atau menengah ke atas, agar nanti 

setiap masyarakat yang melaksanakan praktik seperti ini tidak merasa terbebani 

dengan adanya kewajiban pengembalian barang pangompangan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ulama sepakat bahwa tindakan manusia, baik berupa perbuatan 

maupun ucapan, dalam hal ibadah maupun muamalah, berupa tindakan pidana 

maupun perdata, masalah akad atau pengelolaan dalam syariat Islam semuanya 

masuk dalam wilayah hukum.1 Islam tidak hanya mengatur hubungan antara 

Allah swt dan hambannya, namun juga mengatur hubungan antara sesama 

manusia. Oleh karena itu ditemukanlah adanya berbagai macam hukum yang 

mengatur hubungan-hubungan tersebut. Islam adalah agama yang senantiasa 

mengajarkan untuk memberikan manfaat dan maslahat kepada sesama ciptaan 

Allah Swt.2 

Ta’awun dalam kehidupan bermasyarakat sangat diperlukan karena 

sikap ta’awun merupakan sikap yang diharuskan ada dalam diri seorang 

manusia, karena setiap manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat 

hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Tolong menolong dapat dilakukan 

dimana saja dan kapan saja disaat kita melihat saudara kita membutuhkan 

pertolongan.   

                                                           
1 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 1. 
2 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 23. 
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Ta’awun merupakan kata dari bahasa Arab yaitu“ta’aawwana 

yataya’aawanu-ta’awunan” yang memiliki makna tolong menolong antar satu  

dengan yang lainnya. Ta’awun juga dapat diartikan sebagai sikap kebersamaan 

dan saling membutuhkan antara satu dengan lainnya, sehingga dapat 

membangun pergaulan yang rukun. 

Ta’awun dalam muamalah juga merupakan salah satu prinsip yang 

dijadikan landasan etika dalam  interaksi muamalah. Ta’awun dapat menjadi 

pondasi dalam membangun sistem ekonomi yang kokoh, agar pihak yang kuat 

dapat membantu yang lemah.3 

Tolong menolong adalah motif dalam meningkatkan kesejahteraan 

orang lain  dan tanpa memikirkan kepentingan pribadi seseorang, orang yang 

peduli dan membantu sekalipun tanpa keuntungan pada diri sendiri. Saat ini 

sikap tolong menolong dibagi ke dalam beberapa dimensi yakni sebagai berikut: 

1) Emphaty, yakni sikap merasa diri mereka memiliki tanggung jawab, 

bersikap sosial, selalu menyesuaikan diri, toleransi, serta dapat 

mengontrol diri sendiri dan selalu termotivasi untuk membuat kesan 

yang baik. 

2) Belief on a just world, yakni sikap yang percaya bahwa dunia 

merupakan suatu tempat yang baik, dan nantinya hal yang baik ini 

                                                           
3Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah Konsep dan Sistem Operasional, (Jakarta: Gema Insani, 

2004), 736. 
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dapat membawa berkah dan yang buruk membawa musibah, dan 

dengan adanya sikap kepercayaan seperti ini seseorang dapat dengan 

mudah melakukan tindakan yang baik seperti tolong menolong. 

3) Social Responbilty, yakni sikap yang menyatakan setiap orang 

bertanggung jawab terhadap apapun yang dilakukan oleh orang lain 

yang nantinya dapat membangun sikap tolong menolong. 

4) Internal Locus of Control, yakni sikap yang dilakukan oleh seseorag 

dalam berbagai tindakan yang termotivasi oleh kontrol dirinya 

sendiri, yang dapat diartikan sebagai kepuasaan diri jika melakukan 

sebuah tindakan tolong menolong. 

5) Low Egocentrism, yakni sikap seseorang yang selalu mementingkan 

kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri.4 

Tolong menolong dalam kehidupan merupakan suatu bagian yang 

tidak dapat dihilangkan karena ada saatnya manusia ditempatkan pada kondisi 

memberi pertolongan dan ada kalanya dalam kondisi membutuhkan pertolongan 

bahkan dalam Islam tolong menolong merupakan sebuah kewajiban yang di 

ajarkan kepada setiap umatnya. Adanya perbedaan yang mewarnai kehidupan 

manusia merupakan salah satu bentuk isyarat kepada manusia agar saling 

membantu satu sama lain sesuai dengan ketetapan Islam. Tolong menolong 

memiliki banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat seperti terbentuknya 

                                                           
4 Puji Rahayu, dkk, “Belas Kasih Diri (Self-Compasssion) dan Pengorbanan (altruism) pada Suku 

Tengger” Surabaya: Jurnal Fenomena, No. 1, Vol. 28, (Juli, 2019), 32. 
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kerukunan, dan kemaslahatan antar masyarakat yang satu dengan masyarakat 

yang lain.  

Islam memiliki ciri khas tersendiri dalam ajarannya yakni 

kebersamaan dalam segala aktivitas positif baik dalam melaksanakan ibadah 

maupun dalam melaksanakan segala aktivitas. Kebersamaan lahir karena adanya 

tujuan dan kepentingan bersama serta saling percaya dan saling berkerja sama. 

Oleh karena itu semua pihak wajib menunjukkan perhatian kepada yang 

lainnya.5 Seperti hadis Nabi SAW yang diriwatkan oleh Jarir bin Abdullah r.a 

yang berarti “Orang yang tidak mau mengasihani orang lain, tidak akan 

disayang Allah swt.”6 

Agama Islam merupakan sebuah ajaran Robbani yang berisikan 

hukum dan aturan-aturan yang dalam ajarannya diajarkan untuk tidak 

melakukan suatu hal dengan sembarangan, dan hendaknya umat Islam juga 

harus mengerti mengenai tolong-menolong yang diajarkan di dalam Islam.7 

Sifat tolong menolong ini dalam ajaran Islam sangat diperhatikan 

aturannya, yang di dalam Al-Qur’an telah disebutkan aturan tentang tolong 

menolong , yakni sebagai berikut: 

                                                           
5 M. Quraish Shihab, Berbisnis dengan Allah, (Tangerang: Lentera Hati, 2008), 146-147. 
6 Imam Abi Abdillah, Shahih Bukhari, Juz 7, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1992), 520. 
7 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 58. 
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لبَيتَ يا أيَ ُّهَا الَّذينَ آمَنوا لا تُحِلّوا شَعائرَِ اللَّهِ وَلَا الشَّهرَ الحَرامَ وَلَا الهَديَ وَلَا القَلائدَِ وَلا آمّينَ ا
فَضلاا مِن رَبِّهِم وَرضِواناا الحَرامَ يبَتَغونَ 

وَتعَاوَنواعَلَىالبِرّوَِالتَّ ۚ  وَلايَجرمَِنَّكُمشَنَآنُ قَومٍأنَصَدّوكُمعَنِالمَسجِدِالحَرامِأنَتَعتَدواۚ  وَإِذاحَلَلتُمفَاصطادواۚ  
 إِنَّاللَّهَشَديدُالعِقابِ ۚ  وَات َّقُوااللَّهَ ۚ  دوانِ وَلاتعَاوَنواعَلَىالِإثمِوَالعُ ۚ  قوى  

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-

syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan 

Haram, jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala>id 

(hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) 

menggangu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka 

mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya. Tetapi apabila kamu 

telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan 

sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka 

menghalang-halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat 

melampaui batas. Dan tolong menolonglah kamu dalam 

(mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong 

dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, 

sungguh Allah angat berat siksaan-Nya’’ (Q.S Al-Maidah: 2)8 

 

Ayat tersebut diturunkan karena orang-orang musyrikin menghalang-

halangi Nabi Muhammad saw. dan para sahabat untuk ke Baitullah saat berada 

di Hudaibiyyah, keadaan ini membuat para sahabat marah, dan suatu ketika dari 

arah timur beberapa orang musyrikin yang akan umrah berjalan melintasi 

mereka. Para sahabat pun berkata, bagaimana jika kita melakukan hal yang 

sama yaitu menghalangi mereka seperti sebelumnya telah mereka lakukan. 

Dari peristiwa tersebut maka turunlah ayat di atas. Ditegaskan bahwa 

para sahabat tidak diperkenankan untuk melakukan pembalasan terhadap 

                                                           
8 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya, (Jakarta: Penerbit Lentera Abadi, 2010), 349. 
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perbuatan jahat yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Allah tidak 

memperkenankan para sahabat saling tolong menolong untuk membalas 

perbuatan yang sebelumnya dilakukan oleh kaum musyrikin, karena hal tersebut 

merupakan bentuk sebuah permusuhan. Maka ayat diatas diakhiri perintah 

untuk saling tolong menolong dalam kebaikan bukan saling tolong menolong 

dalam perbuatan dosa dan permusuhan.9 

Ayat di atas juga mengajarkan bahwasanya tolong menolong yang 

dianjurkan ialah tolong menolong yang mengarah pada hal positif yakni dalam 

hal kebaikan dan takwa, seperti memberi sedekah kepada orang yang 

membutuhkan,  dan mengecam bentuk pertolongan yang mengarah pada suatu 

hal negatif, yakni pertolongan yang menyangkut permusuhan atau perkara yang 

dilarang oleh agama.  

Tolong menolong atau ta’awun memiliki banyak manfaat yakni 

sebagai berikut: 

1) Pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih sempurna, jika ada 

kekurangan maka yang lain dapat menutupinya. 

2) Tolong menolong dapat menjadikan dakwah lebih sempurna 

dan tersebar. 

                                                           
9 Ibid., 352. 
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3) Ta’awun dan berpegang teguh kepada al-jama’ah adalah 

perkara pokok dalam ahlus sunnah wal jama’ah. Dengan 

melaksanakan tolong menolong, maka telah terealisasikan 

salah satu pokok ajaran Islam. 

4) Memperlancar pelaksanaan perintah Allah, membantu 

terlaksananya amar ma’ruf dan nahi munkar. 

5) Melahirkan cinta dan belas kasih antara orang yang saling 

menolong serta menepis berbagai macam fitnah. 

6) Mempercepat pencapaian target pekerjaan. Waktu yang 

dihasilkan akan lebih hemat, sebab waktu amat berharga 

dalam kehidupan manusia. 

7) Memperbanyak orang yang berbuat baik, menampakkan 

persatuan dan saling membantu yang apabila dibiasakan akan 

menjadi modal kehidupan sebuah ummat.10 

Tolong menolong ada di setiap sektor kehidupan seperti di dalam 

sebuah pernikahan yang membutuhkan unsur kekuatan serta tolong menolong 

dalam menanggung beban dalam menghadapi kesulitan dari segenap kebutuhan 

yang dibutuhkan oleh setiap keluarga.11 

                                                           
10 Jirhanuddin, et.al, “Manajemen Dana Iuran Rukun Kematian di Puntun Kota Palangka Raya”, Al-
Qardh, N0. 5, Vol. 2(Desember, 2016), 133. 
11 Nur Khozin, Fiqh Keluarga, (Jakarta: AMZAH, 2012), 24 
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Di Desa Sogaan  Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo, 

masyarakat yang mengadakan hajatan seperti pernikahan akan mengundang 

kerabat keluarga serta tetangga membantu proses persiapan acara yang 

dilaksanakan oleh pemilik hajat. Para keluarga dan tetangga tidak hanya sekedar 

menghadiri ajakan dan membantu dalam proses persiapan acara tersebut namun 

dalam kehadirannya keluarga dan kerabat turut serta membawa bahan makanan 

pokok seperti beras, gula, telur, minyak, dll sebagai bantuan materil untuk 

persiapan acara hajatan tersebut dan tradisi ini disebut sebagai Pangompangan.\ 

Pangompangan dalam hajatan di Desa Sogaan Kecamatan Pakuniran 

Kabupaten Probolinggo telah berjalan sejak zaman dahulu dan tetap dilestarikan 

sebagai suatu tradisi tolong menolong. Terdapat dua macam sumbangan dalam 

masyarakat yakni: Pangompangan dan Koleman. Pangompangan merupakan 

tradisi yang dilaksanakan oleh kerabat dan keluarga serta tetangga dalam rangka 

membantu hajatan yang diselenggarakan oleh salah satu masyarakat, wujud 

partisipasinya adalah berupa bahan-bahan pokok seperti beras, minyak goreng, 

gula, telur dan lain sebagainya. Dan dalam praktik pangompangan ini ada 

keharusan mengembalikan barang yang telah di sumbangkan tersebut saat orang 

yang memberi sumbangan mengadakan hajatan walau telah lewat bertahun-

tahun lamanya.  
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Sedangkan Koleman adalah istilah yang digunakan masyarakat untuk 

sumbangan yang diberikan kepada orang yang memiliki hajat pada saat hajatan 

itu berlangsung, Koleman berbeda dengan pangompangan karena dalam 

koleman ini wujud partisipasinya adalah menggunakan uang yang nominalnya 

tergantung tingkat kemampuan masing-masing individu yang bersifat hadiah.  

Fenomena-fenomena tersebut adalah hal yang menarik tentang adanya 

timbal balik atau kewajiban mengembalikan dari orang pemilik hajat kepada 

orang yang telah menyumbangkan pada saat adanya hajat tersebut. Hal tersebut 

bertentangan dengan tolong menolong yang seharusnya dilakukan tanpa pamrih 

atau balasan. Namun dari kedua jenis sumbangan tersebut penulis hanya akan 

mengkaji lebih lanjut mengenai Pangompangan yang ada di Desa Sogaan, 

Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo. 

Pangompangan merupakan tradisi yang biasa dilakukan oleh 

masyarakat baik yang baru pertama kali melakukan hajatan atau yang telah 

berkali-kali melaksanakan hajatan. Pangompangan tidak hanya melibatkan 

masyarakat yang status ekonominya tinggi namun juga melibatkan masyarakat 

yang status ekonominya rendah. Hal inilah yang menjadikan adanya 

ketimpangan sosial dimana masyarakat yang berstatus rendah terbebani oleh 

kewajiban untuk mengembalikan sumbangan yang diterimanya pada saat 

menyelenggarakan hajatan. Ketimpangan sosial inilah yang memicu adanya 
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konflik antar masyarakat karena jumlah pengembalian sumbangan yang tidak 

sama dengan yang telah di berikan, bukan hanya hal ini yang terjadi karena 

ketimpangan sosial tersebut tidak sedikit ditemukan banyaknya masyarakat 

yang sampai berkeluh kesah dan kebingungan ke sana kemari untuk mencari 

pinjaman dalam rangka mengganti sumbangan tersebut. Tradisi pangompangan 

merupakan sebuah adat istiadat yang diterapkan dalam sebuah acara pernikahan 

dan dapat diterapkan sebagai hukum karena suatu prinsip yang berjalan lurus 

dengan syariat Islam.  

Adat istiadat sampai saat ini dilaksanakan oleh masyarakat dan tidak 

bertentangan dengan syariat Islam dapat dikukuhkan bagi masyarakat yang 

melaksanakan. Adat istiadat yang dimaksud ini adalah adat istiadat yang 

berhubungan dengan muamalah. Selagi adat istiadat tersebut tidak bertentangan 

dengan Al-Qur’an dan Al-Hadis serta transaksi muamalah yang dilakukan telah 

berdasarkan persetujuan kedua belah pihak maka yang demikian dapat berlaku 

di masyarakat.12 Adat atau kebiasaan telah berlaku di segala penjuru dunia yang 

dibangun atas dasar nilai-nilai yang telah diketahui, dipahami, disikapi, dan 

dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut.13 Adat istiadat tersebut 

                                                           
12 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia), 

(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), 123. 
13 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 78. 
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dalam pengertiannya tersebut sama dengan istilah yang biasanya dikenal dengan 

sebutan ‘urf.14 

‘Urf secara harfiyah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau 

ketentuan yang dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk 

melaksanakannya atau meninggalkannya.15 Dan pada umumnya ‘urf bertujuan 

untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang adanya pembentukan 

hukum dan penafsiran dari beberapa nash.16 

Berdasarkan fenomena tersebut, pangompangan yang dilaksanakan 

pada acara hajatan adalah topik yang sangat menarik untuk dilakukan penelitian 

karena pertama, pelaksanaan pangompangan telah menjadi sebuah keharusan 

dalam masyarakat untuk melakukan tradisi tersebut, sekalipun dalam kondisi 

ekonomi yang kurang mampu. Kedua, adanya perubahan nilai, yang sebenarnya 

pangompangan merupakan kegiatan tolong menolong menjadi sebuah kegiatan 

investasi atau hutang piutang. Sehubung dengan praktik pangompangan yang 

terjadi di Desa Sogaan, Pakuniran, Probolinggo maka penulis ingin melakukan 

penelitian dengan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang merupakan dua 

organisasi keagamaan yang ada di Probolinggo sebagai pisau analisi penelitian 

ini.  Dari uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan 

judul “Hukum Praktik Pangompangan menurut Ulama Nahdlatul Ulama dan 

                                                           
14 Satria Efendi, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 153. 
15 Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 128. 
16Ibid., 131. 
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Ulama Muhammadiyah Cabang Kraksaan, Kab. Probolinggo (Studi Kasus di 

Desa Sogaan, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo)”. 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Identifikasi masalah adalah salah satu langkah awal untuk menguasai 

permasalahan di mana suatu obyek tertentu dan dalam situasi tertentu dapat 

diketahui suatu masalahnya. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, 

dapat diidentifikasikan dan ditemukan beberapa masalah yang muncul sebagai 

berikut: 

1. Praktik Pangompangan dan Koleman di Desa Sogaan, Kec. Pakuniran, 

Kab. Probolinggo. 

2. Pendapat Ulama Nahdlatul Ulama Cabang Kraksaan tentang Praktik 

Pangompangan. 

3. Pendapat Ulama Muhammadiyah Cabang Kraksaan tentang Praktik 

Pangompangan. 

4. Analisis komparatif pendapat Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama 

Muhammadiyah Cabang Kraksaan tentang praktik Pangompangan. 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan juga bertujuan agar 

permasalahan ini dikaji dengan baik, maka penulis membatasi penulisan karya 

ilmiah dengan batasan-batasan masalah sebagai berikut: 
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1. Pendapat Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Cabang 

Kraksaan tentang praktik Pangompangan. 

2. Analisis komparatif praktik Pangompangan menurut pendapat Ulama 

Nadlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Cabang Kraksaan. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat diambil rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pendapat Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama 

Muhammadiyah Cabang Kraksaan tentang Pangompangan di Desa 

Sogaan, Kec. Pakuniran, Kab. Probolinggo? 

2. Bagaimanan analisis komparatif pendapat Ulama Nahdlatul Ulama dan 

Ulama Muhammadiyah Cabang Kraksaan tentang Pangompangan di 

Sogaan, Kec. Pakuniran, Kab. Probolinggo? 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah penggambaran ringkas tentang kajian atau 

penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti. 

Terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan berupa pengulangan 

atau duplikasi kajian atau penelitian yang telah ada. 

Dalam kajian pustaka ini penulis menemukan beberapa literatur yang 

berhubung dengan penelitian yang akan dilakukan. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

14 
 

 
 

1. Skripsi Ayu Muftiatin Rodhiyah tahun 2016, Mahasiswa Univesitas 

Islam Negeri Sunan Ampel yang berjudul Studi Komparatif Hukum Islam 

dan Hukum Adat Terhadap Sistem Buwuhan pada Pernikahan di Desa 

Gesikan Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban. Skripsi ini di dalamnya 

membahas tentang tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam 

praktik Buwuhan pada pernikahan di Desa Gesikan, Kecamatan 

Grabagan, Kabupaten Tuban. Persamaan dengan penelitian ini adalah 

sama-sama memiliki pembahasan tentang adat yang dilaksanakan oleh 

masyarakat pada saat terjadinya sebuah acara pernikahan. Namun, dalam 

skripsi tersebut lebih membahas tentang tinjauan yang dilakukan melalui 

Hukum Islam dan Hukum Adat sedangkan penelitian ini akan lebih fokus 

kepada analisis komparatif hukum praktik Pangompangan menurut 

pendapat Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Cabang 

kraksaan, Kabupaten Probolinggo.17 

2. Skripsi A. Imam Bukhori tahun 2016, Mahasiswa Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim yang berjudul Tradisi Buwoh dalam 

Walimah Ditinjau dari Mazhab Syafi’i (Studi Dusun Kaliputih Desa 

Sumbersuko Kec. Gempol Kab. Pasuruan). Skripsi ini di dalamnya 

membahas tentang Tradisi Buwoh dalam acara walimah yang 

                                                           
17 Ayu  Muftiatin Rodhiyah, “Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Adat Terhadap Sistem 

Buwuhan Pada Pernikahan Di Desa Gesikan Kecamatan Grabagan kabupaten Tuban (Skripsi--, 

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2016). 
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berkembang di Dusun Kaliputih Desa Sumbersuko Kec. Gempol Kab. 

Pasuruan. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas 

tentang adat yang dilaksankan masyarakat pada saat terjadi sebuah acara 

pernikahan. Namun dalam skripsi tersebut menggunakan Mazhab Syafi’i 

sebagai bahan tinjauan dalam menganalisis tradisi tersebut sedangkan 

penelitian ini akan menggunakan pendapat Ulama Nahdlatul Ulama dan 

Ulama Muhammadiyah sebagai tinjaun untuk menganalisis tradisi 

tersebut.18 

3. Skripsi Basri Mustofa tahun 2016, Mahasiswa Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga yang berjudul Praktik Buwuhan Pada Walimah Al-‘Ursy 

Perspektif Mas}lah}ah (Studi Desa Berlian Makmur Kecamatan Sungai 

Lilin Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan). Skripsi ini di 

dalamnya membahas tentang makna Buwuhan pada Walimah al-‘ursy 

serta tinjauan Mas}lah}ahterhadap praktek buwuhan dalam walimah al-

‘ursy. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas 

tentang adat yang dilaksanakan saat masyarakat mengadakan acara 

pernikahan. Namun dalam skripsi ini menggunakan tinjauan Mas}lah}ah 

sebagai pisau analisis dalam skripsi tersebut, sedangkan penelitian ini 

                                                           
18 A. Imam Bukhori, “Tradisi Buwoh dalam Walimah Ditinjau dari Mazhab Syafi’i (Studi Dusun 

Kaliputih Desa Sumbersuko Kec. Gempol Kab. Pasuruan)” (Skripsi--, Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016). 
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akan menggunakan pendapat Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama 

Muhammadiyah Cabang Kraksaan sebagai pisau analisisnya.19 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah 

penelitian dan juga merupakan arah penelitian agar tetap dalam koridor yang 

benar hingga tercapailah sesuatu yang dituju tersebut.20 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam 

penulisan proposal ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pendapat Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama 

Muhammadiyah Cabang Kraksaan tentang praktik pangompangan di Desa 

Sogaan, Kec. Pakuniran, Kab. Probolinggo. 

2. Untuk mengetahui analisis komparatif dari pendapat Ulama Nahdlatul 

Ulama dan Ulama Muhammadiyah Cabang Kraksaan tentang praktik 

pangompangan di Desa Sogaan, Kec. Pakuniaran, Kab. Probolinggo. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Aspek Keilmuan (teoritis) 

                                                           
19 Basri Mustofa, “Pratek Buwuhan pada Walimah Al-‘Ursy Perspektif Mas}lah}ah (Studi Desa Berlian 

Makmur Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan) ” (Skripsi--, 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016). 
20Haris Herdiansyah, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010), 89. 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi 

dan pengetahuan dalam konsep hukum adat,\ serta pandangan Ulama 

Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah tentang pangompangan. 

2. Aspek Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan 

atau rujukan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan 

serta diharapkan dapat menjadi landasan atau acuan bagi masyarakat 

terhadap konsep pangompangan, serta pendapat Ulama Nahdlatul Ulama 

dan Ulama Muhammadiyah tentang pangompangan. 

G. Definisi Operasional 

Untuk mempermudah memahami judul proposal yang akan penulis 

bahas, maka dirasa perlu untuk menjelaskan beberapa istilah berikut ini: 

1. Pangompangan adalah adat sumbang menyumbang berbagai bahan pokok 

seperti beras, gula, telur, dll pada saat pra acara pernikahan untuk 

dikembalikan pada waktu yang tidak ditetapkan antara sesama 

masyarakat yang berlaku bagi masyarakat Desa Sogaan, Kec. Pakuniran, 

Kab. Probolinggo.  

2. Ulama bentuk dari kata alim yang berarti orang yang ahli dalam 

pengetahuan agama Islam. Ulama adalah orang yang ahli atau 
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mempunyai kelebihan dalam bidang ilmu dalam agama Islam, seperti ahli 

dalam tafsir, ilmu hadits, ilmu kalam, bahasa Arab dan lain sebagainya.21 

3. Nahdlatul Ulama adalah gerakan sosial keagamaan.22 Dan merupakan 

organisasi berbasis keagamaan terbesar di Indonesia, NU didirikan di 

Surabaya oleh sejumlah tokoh Ulama’.23 Jam’iyah Nahdlatul Ulama 

dibentuk pada tanggal 16 Rajab 1344 H/31 Januari 1926 Masehi dalam 

pertemuan para Ulama di rumah K.H Wahab Hasbullah, dan secara 

spektakuler Nahdlatul Ulama menjadi jam’iyah (organisasi) yang 

diterima oleh masyarakat muslim Indonesia.24 

4. Muhammadiyah adalah gerakan pembaharuan dalam Islam di Indonesia. 

Organisasi ini didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 18 

Nopember 1912/ 8 Dzulhijjah 1330 H. Gerakan ini diberi nama 

Muhammadiyah dengan harapan agar pengikutnya benar-benar bisa 

mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW.25 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu.26 Penelitian merupakan sarana yang 

                                                           
21 Muhtarom, Reproduksi Ulama di Era Globalisasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 12. 
22 Nur Khalik Ridwan, NU dan Bangsa 1914-2010, (Yogkarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 41 
23 Abdul Chalik, Nahdlatul Ulama dan Geopolitik Perubahan dan Kesinambungan, (Yogyakarta: 

Penerbit Pintal, 2011), 1. 
24 Departemen Agama, Ensiklopedi Islam Indonesia, (Jakarta: CV. ANDA UTAMA, 1990), 290. 
25 Suyoto, Moh. Shofan dan Endah Sri Redjeki, Pola Gerakan Muhammadiyah Ranting Ketegangan 
Antara Purifikasi dan Dinamisasi, (Jogjakarta: IRCISod, 2005), 17. 
26 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2016), 2.  
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digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan 

ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.27 Penelitian yang 

digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan 

(Field Research), yakni penelitian yang dilakukan dengan cara menggali data di 

lapangan tentang hukum praktik pangompangan.  

Langkah-langkah yang ditempuh dalam metode penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan atau field 

research yang mengharuskan peneliti turun langsung ke lapangan dan 

terlibat langsung dengan masyarakat. Metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara, yakni 

proses memperoleh keterangan dengan cara bertatap muka sambil 

melakukan tanya jawab dengan orang yang diwawancarai baik 

menggunakan pedoman dalam melakukan wawancara ataupun tidak.28 

2. Jenis Data 

Penelitian dengan metode kualitatif mengenalisis data yang 

berupa kata-kata dan perbuatan-perbuatan manusia tanpa upaya 

pengkuantifikasiannya, data ini terdiri dari pembicaraan-pembicaraan orang 

                                                           
27 Soerjono Soekonto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), 3. 
28 M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 108. 
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atau data lisan, tulisan-tulisan (tulisan media, surat menyurat, kebijakan 

pemerintah, notulen rapat, dan lain-lain), aktivitas-aktivitas yang dilakukan 

oleh masyarakat, isyarat-isyarat yang disampaikan oleh orang dan ekspresi 

fisik seperti raut muka ketika marah atau gembira.29 

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data 

yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Adapun 

jenis data yang diperlukan adalah data kualitatif yang dalam penelitian ini 

berupa data yang sesuai dengan rumusan masalah yakni data-data mengenai 

pangompangan dan data tentang pendapat ulama Nahdlatul Ulama dan 

Ulama Muhammadiyah tentang pangompangan.  

3. Sumber Data  

Untuk memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini 

terdapat tiga sumber yaitu: 

a. Sumber data primer\ 

Sumber data ini adalah sumber data pertama dimana sebuah 

data dihasilkan,30 yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari 

sumber pokok yang memuat tentang pembahasan, dan dalam penelitian 

ini Sumber Primer yang digunakan adalah informan-informan yang 

akan diwawancarai tersebut yaitu: 

                                                           
29 Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 18. 
30 M. Burhan Bungin, Metodologi Sosial dan Ekonomi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2013), 129. 
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1) Ulama Nahdlatul Ulama yang ada di Cabang Nahdlatul Ulama 

Kraksaan, Probolinggo meliputi: Ulama Syuriah dan anggota 

LBM (Lembaga Batsul Masail) dengan empat narasumber. 

2) Ulama Muhammadiyah yang ada di Cabang Muhammadiyah 

Kraksaan, Probolinggo meliputi: Ulama Majelis Tarjih dan Tajdid 

dengan empat narasumber. 

3) Masyarakat Desa Sogaan, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten 

Probolinggo, yang merupakan pelaku dalam praktik 

pangompangan. 

b. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah 

sumber data primer,31 yang diambil dari sumber-sumber pendukung 

yang memuat segala data-data atau keterangan-keterangan yang 

berkaitan dengan penelitian ini antara lain buku-buku, informasi yang 

relevan atau sesuai, jurnal, artikel atau karya ilmiah para sarjana. 

Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah Kitab I’a>nah al-

t}a>libi>n. 

c. Sumber data tersier 

Yaitu sumber data yang diambil dari sumber-sumber yang 

memuat segala data-data yang menjelaskan istilah-istilah yang terdapat 

                                                           
31Ibid, 129. 
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dalam penelitian ini yakni kamus-kamus, ensiklopedi dan lain-lain 

sumber data tersier pada penelitian ini adalah Ensiklopedi Islam 

Indonesia. 

4. Teknik pengumpulan data 

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan interview  

(wawancara) dan dokumentasi. 

Interview atau wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan melakukan sebuah proses percakapan dengan 

maksud tertentu, percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.32 

Peneliti adalah pihak pertama yang merupakan pewawancara atau 

(interviewer) dan terwawancara (interviewee) dalam penelitian ini adalah 

Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Cabang Kraksaan. 

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data 

yang digunakan dalam mentodologi penelitian, yang pada intinya metode 

dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data 

historis.33 Yang berupa catatan peristiwa yang telah berlalu yang dapat juga 

diartikan sebagai surat-surat resmi yang berbentuk tulisan, gambar, atau 

karya ilmiah yang monumental dari seseorang. 

                                                           
32 Lexy J. Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 186. 
33M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 121. 
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Dokumentasi ini juga memiliki arti sebagai sumber tertulis bagi 

informasi sejarah sebagai kebalikan dari kesaksian dari kesaksian lisan, 

artifak, peninggalan terlukis dan pentilan-pentilan terlukis, yakni bisa 

berupa film, gambar, karya monumental, otobiografi, kliping, serta karya-

karya lain yang kesemuanya itu memberikan informasi bagi proses 

penelitian. Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh dokumen-

dokumen yang berkaitan dengan praktik pangompangan seperti kitab-kitab 

yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai acuan 

dalam melakukan istinbat huku. Kitab yang digunakan oleh Nahdlatul 

Ulama dalam menyikapi praktik pangompangan ini adalah Kitab I’a>nah al-

t}a>libi>n. 

5. Teknik pengolahan data 

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan untuk 

mempermudah dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Editing, kegiatan editing ini dilaksanakan setalah peneliti selesai 

menghimpun data di lapangan,34 yaitu pemeriksaan kembali seluruh 

data yang diperoleh mengenai kejelasan data, sesuai data yang satu 

dengan yang lainnya, relevansi keseragaman satuan atau kelompok 

                                                           
34M. Burhan Bungin, Metodologi Sosial ....., 182. 
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data. Dalam hal ini ialah data tentang praktik pangompangan di Desa 

Sogaan, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo. 

b. Organizing, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dalam kerangka 

sistematika yang sudah direncanakan sebelumnya, sehingga 

menghasilkan bahan-bahan untuk merumuskan suatu deskripsi. Dalam 

hal ini ialah data tentang praktik pangompangan di Desa Sogaan, 

Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo. 

c. Analizing, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil 

editing dan organizing yang telah diperoleh, dengan menggunakan teori 

dan dalil-dalil lainnya sehingga dapat menghasilkan kesimpulan.35 

Dalam hal ini ialah data tentang praktik pangompangan di Desa 

Sogaan, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo. 

6. Teknik analisis data 

Analisis data adalah mengorganisasikan data yang terkumpul 

yang meliputi catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, 

dokumen (laporan, biografi, artikel, dll).36 

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul dan dikelola oleh 

penulis, maka selanjutnya data-data tersebut akan dianalisa secara 

mendalam. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis 

komparatif. Analisis dalam kegiatan ini adalah menganalisis data dari 

                                                           
35 Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153. 
36 Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 290. 
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informan yang sudah terkumpul dengan mengelompokkan data berdasarkan 

variabel dari seluruh informan. Komparatif merupakan studi tentang tipe-

tipe yang berbeda dari kelompok-kelompok untuk menentukan faktor-faktor 

yang membawa pada kesamaan dan perbedaan dalam pola yang khas dari 

pemikiran tersebut, metode komparatif adalah membandingkan satu objek 

dengan objek lainnya yang berada dalam fase pertumbuhan yang sama.37 

Penelitian ini menganalisis secara komparatif pendapat Ulama Nahdlatul 

Ulama dan Ulama Muhammdiyah Cabang Kraksaan tentang praktik 

pangompangan yang terjadi di Desa Sogaan, Kec. Pakuniran, Kab. 

Probolinggo terkait dengan hukum dan metode istinbat yang digunakan 

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam praktik pangompangan. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Agar memudahkan pemahan dalam pembahasan ini, maka sistematika 

pembahasan dalam penelitian ini dikelompokan menjadi lima bab, yang masing-

masing mengandung sub bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut: 

Bab Pertama, pendahuluan. Terdiri dari latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan 

penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian 

dan sistematika pembahasan. 

                                                           
37 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 57. 
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Bab Kedua, membahas tentang pangompangan dalam pandangan 

keagamaan Ulama Nahdlatul Ulama Cabang Kraksaan. 

Bab Ketiga, membahas tentang pangompangan dalam pandangan 

keagamaan Ulama Muhammadiyah Cabang Kraksaan. 

Bab Keempat, membahas tentang analisis komparatif Ulama 

Nahdlatul Ulama Cabang Kraksaan dan Ulama Muhammadiyah Cabang 

Kraksaan terhadap praktik pangompangan di Desa Sogaan, Kec. Pakuniran, 

Kab. Probolinggo. 

Bab Kelima, penutup. merupakan bagian yang berisi hal-hal yang 

mencakup kesimpulan hasil akhir penelitian yang disertai saran-saran dari 

peneliti terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Praktik Pangompangan 

Sebagai sebuah tradisi pangompangan menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan dengan masyarakat Desa Sogaan, Kec. Pakuniran, Kab. 

Probolinggo. Bagi masyarakat pangompangan adalah suatu proses tradisi yang 

harus dijalankan saat ada kerbat atau tetangga akan melaksanakan sebuah 

hajatan. Pangompangan secara fungsional sangat dirasakan oleh masyarakat. 

pangompangan tidak hanya bermanfaat bagi sebagaian orang, namun dengan 

adanya solidaritas tersebut dapat dipahami sebagai perwujudan dari moralitas.  

Pangompangan adalah sebuah kebiasan yang terjadi di masyarakat 

Kabupaten Probolinggo, khususnya Desa Sogaan, Kec. Pakuniran, Kab. 

Probolinggo. Pangompangan merupakan kebiasaan yang dilaksanakan oleh 

masyarakat saat salah seorang penduduk desa mengadakan acara hajatan 

(pernikahan dan lamaran). Yakni sebagai kerabat atau tetangga dari orang yang 

mengadakan acara  maka di wajibkan adanya sumbangan dengan bentuk 

sembako (beras, gula, minyak, telur, dll) yang diberikan kepada pelaksana acara 

dengan nominal yang lumayan besar. Seperti 10 Kg sampai 1 Kw. Dalam 

praktik ini tidak ada ketentuan berat barang atau sumbangan yang diberikan 

karena hal tersebut sesuai dengan keinginan pemberi. 
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Praktik seperti ini merupakan hal yang telah lumrah terjadi dan 

dilaksanakan oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Probolinggo.Praktik ini 

sebenarnya merupakan praktik yang baik untuk dilaksanakan karena dengan 

adanya praktik seperti ini orang yang mempunyai hajat atau yang akan 

melaksanakan hajatan dapat terbantu secara materi dan juga membangun 

keharmonisan dalam berkerabat. Namun, karena di dalam praktik ini tersemat 

adanya bentuk keharusan pengembalian barang maka kurang baik rasanya jika 

sampai dijadikan sebagai ajang investasi agar saat pemberi sumbangan 

melaksanakan hajatan juga mendapatkan sumbangan yang ia sumbangkan.  

Proses pelaksanaan pangompangan adalah sebelum hari pelaksanaan 

hajatan, pada saat kerabat dan tetangga akan membantu pelaksanaan hajatan di 

rumah orang yang mempunyai hajat maka mereka akan sekaligus membawa 

barang untuk disumbangkan, sembari nantinya membantu proses persiapan 

acara mereka akan diberikan makan, sedangkan shohibul hajat akan mencatat 

sumbangan yang diberikan oleh kerabat atau tetangga tersebut, dan jika 

ditemukan adanya kesalahan maka akan ditegur oleh tetangga atau kerabat 

dekat. Setelah selesai membantu persiapan acara nanti orang-orang tersebut 

akan membawa pulang bungkusan nasi, kue, dll yang diberikan oleh orang yang 

mempunyai hajatan tersebut. 

Masyarakat pada umumnya ketika melaksanakan pangompangan mereka 

berniat untuk meletakan barang serta dengan niat untuk membantu, dengan 
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harapan suatu saat dikembalikan ketika penyumbang punya hajatan. Dari hal ini 

dapat ditemukan bahwa setiap orang yang memberikan sumbangan, mereka 

akan mengembalikan sumbangan yang pernah diterima dengan barang 

sumbangan yang sama serta nominal atau kuantitas yang sama. Akan tetapi ada 

sebagian masyarakat yang tidak memperhitungkan pengembalian barang 

pangompangan tersebut, karena ia berniat menghibahkan sesuatu tanpa 

mengharapkan pengembalian. 

Materi yang dibawa saat melaksanakan pangompangan umumnya 

membawa beras, ada juga yang menambahi gula, mie, minyak, dan ada juga 

yang menyumbangkan daging, jadi tidak ada penetapan penentuan dalam 

masyarakat terhadap barang yang disumbangkan ketika melakukan 

pangompangan. 

B. Gambaran Umum Kabupaten Probolinggo  

Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu kabupaten yang termasuk 

wilayah Provinsi Jawa Timur, berada pada posisi 7˚40'-8˚10' Lintang Selatan 

(LS) dan 112˚50'-113˚30' Bujur Timur (BT). Secara Geografis Kabupaten 

Probolinggo terletak di lereng gunung-gunung yang membujur dari Barat ke 

Timur, yakni Pegunungan Tengger, Gunung Lamongan dan Gunung Argopuro.  

Wilayah Probolinggo terletak pada ketinggian 0 – 2500 m di atas 

permukaan laut, tanahnya berupa tanah vulkanis yang banyak mengandung 

mineral yang berasal dari ledakan gunung berapi berupa pasir dan batu, lumpur 
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bercampur dengan tanah liat yang berwarna kelabu kekuning-kuningan. Pada 

ketinggian 750 – 2500 m di atas permukaan laut, cocok untuk jenis tanaman 

sayur-sayuran dan pada ketinggian 150- 750 m diatas permukaan laut, 

membujur dari Barat ke Timur di bagian Selatan yang berada di kaki Gunung 

Argopuro, sangat cocok untuk tanaman kopi, biah-buahan seperti durian, alpikat 

dan buah lainnya.  

Struktur geografis Kabupaten Probolingo terdiri dari dataran rendah 

pada bagian utara, lereng-lereng gunung pada bagian tengah dan dataran tinggi 

pada bagian selatan, dengan tingkat kesuburan dan pola penggunaan tanah yang 

berbeda. sedangkan bentuk permukaan daratan di Kabupaten Probolinggo di 

klasifikasikan atas 3 (tiga) jenis, yaitu: 

1. Dataran rendah dan tanah pesisir dengan ketinggian 0 -100 m diatas 

permukaan laut. Daerah ini membentang di sepanjang pantai utara dari 

Barat ke Timur kemudian membujur ke Selatan. 

2. Daerah perbukitan dengan ketinggian 100 – 1.000 m diatas permukaan laut. 

Daerah ono terletak di wilayah bagian Tengah sepanjang Pegunungan 

Tengger serta pada bagian selatan sisi Timur sekitar Gunung Lamongan. 

3. Daerah pegunungan dengan ketinggian di atas 1.000 m dari permukaan laut. 

Daerah ini terletak di sebelah Barat Daya yaitu sekitar Pengunungan 

Tengger dan sebelah Tenggara yaitu di sekitar Gunung Argopuro. 
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Lokasi Kabupaten Probolinggo yang berada di sekitar garis katulistiwa 

menyebabkan daerah ini mengalami perubahan iklim dua jenis setiap tahun, 

yaitu musim kemaraun dan musim penghujan. Musim kemarau berkisar pada 

bulan April hingga Oktober, sedangkan musim penghujan dari bulan Oktober 

hingga April.  

Luas wilayah Probolinggo lebih/kurang 1.696,16 km2, terdiri atas: 

1. Pemukiman    : 147,74 km2 

2. Persawahan   : 373,13 km2 

3. Tegal    : 513,80 km2 

4. Perkebunan    : 32,81 km2 

5. Hutan    : 426,26 km2 

6. Tambak/Kolam   : 13,99 km2 

7. Lain-lain    : 188,23 km2 

Letak geografis daerah berbatasan dengan: 

1. Utara    : Selat Madura 

2. Timur    : Kabupaten Situbondo 

3. Barat     : Kabupaten Pasuruan 

4. Selatan    : Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember 

Jumlah penduduk Kabupaten Probolinggo berdasarkan peghitungan BPS 

sebanyak 1,096,244 Jiwa yang terdiri dari 534,986 jiwa laki-laki dan 561,258 
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jiwa perempuan. Kabupaten Probolinggo memiliki kekayaan budayayang 

beraneka ragam dalam bentuk adat istiadat, tradisi, dan kesenian. Ditinjau dari 

komposisi penduduk menurut kepercayaan agama yang dianut, sebagai besar 

penduduk Kabupaten Probolinggo beragama Islam (97,84 %), selebihnya 

beragama Hindu (1,86 %), Kristen (), 14 %), Katholik (0,14 %) dan agama 

Budha (0,03 %). Penduduk Kabupaten Probolinggo secara umum terdiri atas 3 

suku, yaitu suku Madura, Suku Jawa, dan Suku Tengger. Ketiga suku hidup 

berdampingan dan berinteraksi secara aktif. Suku Madura dan Jawa dapat 

dianggap dominan dan menyebar di seluruh Wilayah Kabupaten Probolinggo, 

sedangkan suku tengger yang secara historis berasal dari keturunan Raja 

Majapahit hanya terdap di Kecamatan Sukapura dan Kecamatan Sumber.  

Salah satu wilayah Kabupaten Probolinggo adalah Kecamatan Pakuniran 

yang terletak di koordinat 7˚48'33'82'' S 113˚30'28'07'' E. Terletak di ketinggian 

100 m diatas permukaan laut, wilayahnya berbatasan dengan Kecamatan Paiton 

di utara, Kecamatan Besuk di sebelah barat, Kecamatan Gading di sebelah 

Selatan, Serta Kabupaten Situbondo dan Kecamatan Kota Anyar di sisi Timur. 

Masyarakat Probolinggo khususnya masyarakat Desa Sogaan, Kec. 

Pakuniran, Kab. Probolinggo selama ini hidup berdampingan dan rukun, 

didasari dengan rasa tolong menolong antar kerabat dan tetangga, mayoritas 

masyarakat memiliki rasa kekerabatan yang tinggi karena masih ada hubungan 

antar satu dengan yang lainnya, hal ini terbukti ketika ada hajatan, shohibul 
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hajat seminggu sebelum hari pelaksanaan mendatangi tetangga dekat atau 

kerabatnya untuk meminta bantuan tenaga di rumah pelaksana hajatan, ada 

juga meski tanpa di datangi oleh pemilik hajatan, mereka dengan sendirinya 

akan datang dan membantu. 

Mayoritas masyarakat Desa Sogaan, Kec. Pakuniran, Kab. Probolinggp 

beragama Islam yang taat pada nilai-nilai keagamaan, pada generasi saat ini 

tidak menutup kemungkinan terdapat satu atau dua orang yang beragama non-

muslim, dikarenakan bertambahnya masyarakat pendatang yang turut 

bermukim di daerah tersebut. 

Sementara afiliasi keagamaan mereka adalah Organisasi NU (Nahdlatul 

Ulama) ini terbukti setiapminggi mereka akan melaksanakan kegiatan Diba’an, 

sholawatan, banjari serta tahlilan.  
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BAB III 

PENDAPAT ULAMA NAHDLATUL ULAMA DAN ULAMA 

MUHAMMADIYAH TENTANG PRAKTIK PANGOMPANGAN 

A. Nahdlatul Ulama 

1. Sejarah Nahdlatul Ulama \ 

Nahdlatul Ulama atau NU memiliki arti sebagai kebangkitan ulama.38 

Nama Nahdlatul Ulama merupakan usulan dari Ulama-Ulama pada zaman 

dahulu. NU adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh para ulama pada 

tanggal 31 Januari 1926/16 Rajab 1344 Hijriyah di kampung Kertopaten 

Surabaya.39 Memahami Nahdlatul Ulama sebagai organisasi kegaamaan 

secara tepat, tidaklah cukup jika hanya melihat dari sudut formal semenjak ia 

lahir, dikarenakan jauh sebelum Nahdlatul Ulama lahir dalam bentuk 

jam’iyyah, Nahdlatul Ulama terlebih dahulu ada dan berwujud jama’ah 

(komunitas) yang terikat kuat oleh aktivitas sosial keagaaman yang 

mempunyai karakteristik sendiri.40 

Nahdlatul Ulama lahir sebagai bentuk representatif dari ulama 

tradisionalis, dengan menggunakan ahlussunnah waljamaah sebagai ideologi 

Nahdlatul Ulama. Tokoh-tokoh yang ikut berperan adalah K.H. Hasyim 

                                                           
38 Soelaiman Fadeli dan Mohammad Subhan, Antologi NU: Sejarah- Istilah-Amalia-Uswah, 

(Surabaya: Khalista, 2007), 1 
39 Kacung Maridjan, QUO VADIS NU, (Jakarta: Erlangga, 1992), 1. 
40 Chairul Anam, Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama, (Surabaya: Duta Aksara Mulia, 

2010), 3. 
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Asy’ari, K.H. Wahab Hasbullah dan para ulama lain. Pada zaman reformasi 

ulama belum begitu terorganisasi namun mereka sudah saling mempunyai 

hubungan yang sangat kuat.41 

Nahdlatul Ulama merupakan gerakan sosial keagamaan dimana cara 

pengorganisasiannya diimajinasikan bisa “modern”. Nahdlatul Ulama pada 

saat dilahirkan di daftarkan pada pemerintah Hindia Belanda yang disahkan 

oleh GR Erdbrink atas nama Gubernur Jenderal dari Hindia Belanda, 

tertanggal 6 Februari 1930.42 

Nahdlatul Ulama didirikan dengan bertujuan untuk memelihara, 

melestarikan, dan mengembangkan serta mengamalkan ajaran Islam yang 

berasaskan Ahlussunnah waljama’ah dengan menganut salah satu dari 

mazhab empat (Syafi’i, Hanafi, Maliki, Hambali) serta menyatukan langkah 

para ulama dan melakukan kegiatan-kegiatan yang memiliki tujuan untuk 

menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, dan ketinggian 

harkat serta martabat manusia.43 Dan untuk mewujudkan tujuan Nahdlatul 

Ulama tersebut, maka Nahdlatul Ulama melakukan beberapa usaha yakni 

sebagai berikut: 

a) Dalam bidang agama Nahdlatul Ulama mengupayakan 

terlaksananya ajaran Islam yang berlandaskan Ahlussunnah wal 

                                                           
41 Masykur Hasyim, Merakit Negeri Berserakan, (Surabaya: Yayasan 95, 2002), 66. 
42 Nur Khalik Ridwan, NU & Bangsa 1914-2010, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 45 
43 Hartanti dan Hambali, “Transformasi NU di Indonesia: Upaya Menghilangkan Polemik Di Tengah 
Perubahan Politik”, Substansia, No. 1, Vol. 20 (April, 2018), 39 
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jamaah serta mengikuti mazhab empat. Dan dalam kehidupan 

masyarakat melaksanakan dakwah Islamiyah dan Amar Ma’ruf 

Nahi Munkar. 

b) Dalam bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan Nahdlatul 

Ulama mengupayakan dapat terselenggaranya pendidikan dan 

pengajaran serta kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam agar 

dapat menjadikan umat Islam yang  taqwa dan berbudi luhur dan 

berguna bagi agama, bangsa, dan negara. 

c) Dalam bidang sosial Nahdlatul Ulama mengupayakan dapat 

terlaksananya pembangunan ekonomi yang dapat meratakan 

kesempatan berusaha dan menikmati hasil pembangunan, serta 

mengutamakan tumbuh dan kembangnya ekonomi kerakyatan. 

d) Mengembangkan usaha-usaha lain yang sekiranya bermanfaat 

bagi masyarakat guna terwujudnya Khaira Ummah.44 

Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan yang menganut 

paham Ahlussunnah wal jamaah memahami ASWAJA sebagai akumulasi 

doktrin kegamaan yang bertumpu pada rumusan al-usus al-thalathah fi al-

i’tiqad ahl al-sunnah wa al-jama’ah di bidang hukum (fiqh) tasawwuf dan 

tauhid. Dalam bidang tauhid NU mengikuti Imam Abu Hasan al-Asy’ari dan 

Abu Mansur al-Maturidi, di bidang fiqh NU mengikuti salah satu dari empat 

                                                           
44 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama (Jakarta: Sekretariat Jenderal 

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2015), 41. 
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mazhab, dan pada bidang tasawwuf mengikuti Imam al-Ghazali dan Junaid 

al-Baghdadi.45 

Proses konsolidasi atau peneguhan faham ahlussunnah wal jamaah 

berjalan secara evolutif. Pemikiran Sunni dalam bidang ketuhanan memilih 

salah satu pendapat yang benar. Hasan Al-Bashri yang merupakan seorang 

tokoh terkemuka Sunni memilih pendapat Qodariyah dalam menyangkut soal 

manusia, dan memilih pendapat Murji’ah perihal masalah pelaku dosa besar 

dimana dinyatakan bahwa sang pelaku menjadi kufur, hanya imannnya yang 

masih (fasiq). Pemikiran yang dikembangkan oleh tokoh sunni Hasan al-

Bashri inilah yang kemudian direduksi sebagai pemikiran Ahlusssunnah 

waljamaah.46 

Nahdlatul Ulama sejak kelahirannya merupakan wadah perjuangan 

untuk menentang segala bentuk penjajahan dan merebut kemerdekaan negara 

Republik Indonesia dari penjajahan Belanda dan Jepang, sekaligus aktif 

berdakwah untuk senantiasa menjaga kesatuan negara Republik Indonesia 

dalam wadah NKRI. Nahdlatul Ulama memiliki peran yang begitu besar 

dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dimana terdapat tiga alasan 

besar yang melatarbelakangi lahirnya Nahdlatul Ulama, yakni Pertama, motif 

                                                           
45 Ridwan, Paradigma Politik NU, (Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2004), 266-267 
46 Laode Ida, NU Muda, (Jakarta; Erlangga, 2004), 7 
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agama. Kedua, motif mempertahakan paham Ahlussunnah waljamaah, dan 

Ketiga, motif nasionalisme.47 

Ideologi ahlussunnah waljama’ah ini lahir dengan alasan yang 

mendasar. Yakni, antara lain: Pertama; lahirnya rasa tanggung jawab para 

ulama dalam menjaga keluhuran ajaran Islam dikarenakan kekuatan penjajah 

Belanda yang ingin meruntuhkan potensi Islam. Kedua; Rasa tanggung jawab 

para ulama sebagai pemimpin umat untuk memperjuangkan kemerdekaan dan 

kebebasan dari para penjajah. Ketiga; rasa tanggung jawab para ulama dalam 

menjaga ketentraman dan kedamaian Indonesia.48 

Nadhlatul Ulama adalah organisasi terbesar di Indonesia, dan 

mempunyai peran strategis dalam membentuk struktur sosial di Indonesia. 

Struktur organisasi Nahdlatul Ulama terdiri dari para kiai dan ulama 

Indonesia yang merupakan sentral figur dalam kehidupan masyarakat. 

sehingga Nahdlatul Ulama mendesai program kerja secara optimal dan 

membangun visi dan misi yang jelas hingga tercapainya tatanan sosial yang 

baik dan benar.49 

Jadi Nahdlatul Ulama menetapakan diri sebagai pengawas tradisi 

dengan mempertahankan ajaran keempat mazhab yang dianut oleh umat 

                                                           
47 Amin Farih, ‘’Nahdlatul Ulama (NU) dan Kontribusinya dalam Memperjuangkan Kemerdekaan dan 

Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial 
Keagamaan, No. 2, Vol. 24, (November, 2019), 252. 
48 Ridwan, Paradigma Politik NU, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 10. 
49 Choiril Anam, Ansor dalam Dinamika, (Jakarta: Lajnah Ta’lif wan-Nasyr, 1995), 5. 
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Islam di seluruh Indonesia ini. Ini berarti Nahdlatul Ulama mempertahankan 

ilmu-ilmu dan hak para Ulama untuk menafsirkan ayat-ayat suci dan hadits 

dari kekeliruan.50 

Nahdlatul Ulama sebagai organiasi jamiyah yang lahir dari wawasan 

keagamaan bertujuan untuk memajukan faham Islam ahlussunnah wal 

jamaah, pemikiran Islam dibidang sosial kemasyarakatan berlandaskan pada 

prinsip-prinsip keagamaan yang bercorak ta>samuh{ atau toleransi dan bersifat 

ta>wasud atau moderat. Prinsip  sosial kemasyarakatan ini memberikan ruang 

gerak lebih luas kepada Nahdlatul Ulama untuk memberi respons dalam 

berbagai perubahan yang terjadi di lingkungan sosial masyarakat, serta 

toleran terhadap berbagai perbedaan yang berkembang dalam masyarakat 

plural tanpa terjebak dalam ekstrim kiri dan kanan yang sering kali merusaak 

solidaritas sosial di Indonesia. Responsif, akurat, dan objektif atas 

kompleksnya problem masyarakat yang tidak cukup hanya dengan 

mengandalkan ulama semata, dan tentulah membutuhkan tenaga-tenaga 

profesional muda yang terampil, cakap, teliti dalam memberikan solusi 

alternatif yang konseptual dan sistematis. Disinilah dapat ditemukan urgensi 

dari pendirian sebuah organisasi yakni Nahdlatul Ulama.51 

2. Metode Istinbat Nahdlatul Ulama 

                                                           
50 Andree Feillard, NU vis-a-vis Negara, (Yogyakarta: L’Harmattan Archipel, 1999), 13. 
51 Muhammad Shadiq, Dinamika Kepemimpinan NU, (Surabaya: Lajnah Ta’lif wa Nasyr, 2004), 43. 
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Nahdlatul Ulama memiliki lembaga di bawah naungannya, dimana 

dalam memecahkan permasalahan hukum Nahdlatul Ulama mempunyai 

lembaga tersendiri yakni Lajnah Bahtsul Masail atau biasa disebut LBM. 

Bahtsul Masail sudah mulai dilaksanakan sejak Kongres/ Muktamar Ke 1, 

tahun 1926. Lajnah Bathsul Masail kemudian diresmikan dalam Muktamar 

ke- 28 di Yogyakarta tahun 1989 atas rekomendasi komisi 1 (masail diniyah) 

kepada PBNU untuk membentuk “Lajnah Bahtsul Masa}il Diniyyah” yakni 

“Lembaga Pengkajian Masalah-Masalah Agama” sebagai suatu lembaga yang 

akan menangani segala masalah-masalah agama.52  LBM mengurus masalah 

ijtihad hukum Islam, dan sistem pengambilan keputusan dalam Bahtsul 

Masail Nahdlatul Ulama ditetapkan dalam Musyawarah Nasional alim ulama 

NU di Bandar Lampung pada 21-25 Januari 1992. 

Bahtsul Masail adalah salah satu forum diskusi keagamaan dalam 

organisasi Nahdlatul Ulama untuk merespon dan memberikan solusi atas 

permasalahan-permasalahan yang muncul di masyarakat. Melalui forum ini 

para ulama Nahdlatul Ulama selalu aktif mengadakan pembahasan tentang 

permasalahan –permasalahan yang muncul tersebut dengan berusaha secara 

optimal  untuk memecahkan kebutuhan hukum seiring perkembangan sosial 

masyarakat yang terus menerus, sementara secara tekstual tidak terdapat 

                                                           
52 Ahmad Rofii, Hukum Islam dan Kesesatan: Fatwa-Fatwa Nahdlatul Ulama Tentang Penyimpangan 
Ajaran (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon), 31. 
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landasannya dalam Al-Qur’an maupun Al-Hadits, atau ada landasannya 

namun pengungkapannya tidak jelas.53 

Lajnah Bahtsul Masail atau LBM di lingkungan Nahdlatul Ulama 

adalah sebuah lembaga yang memberikan fatwa-fatwa hukum keagamaan 

kepada umat Islam khususnya warga Nahdliyin. Dan sesuai dengan pasal 16 

Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama disebutkan bahwa tugas Bahtsul 

Masail adalah menghimpun, membahas, dan memecahkan masalah-masalah 

yang maudlu’iyyah (tematik) dan waqi’iyyah (aktual) yang akan menjadi 

Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.54 Bahtsul Masail menyadari 

bahwa tidak seluruh aturan syariat Islam dapat diketahui secara langsung dari 

nash AL-qur’an maupun Hadits, melainkan banyak aturan-aturan syariah 

yang membutuhkan daya nalar kritis melalui ijtihad. Seiring dengan hal 

tersebut Bahtsul Masail dituntut untuk mampu membumikan nilai-nilai Islam 

serta dapat mengakomodir berbagai pemikiran yang relevan dengan kemajuan 

zaman. 

Forum Bahtsul Masail menyelesaikan permasalahan hukum dengan 

menggunakan 3 metode yang dilaksanakan secara berjenjang, yakni qa>uli, 

ilh{a>qi, dan ma>nhaj>i:55 

                                                           
53 Sahal Mahfudh, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan 
Kombes Nahdlatul Ulama (1926-2004), (Surabaya: LTNU Jawa Timur, 2007), 1. 
54Anggaran Dasar dan Anggaran ..... 41. 
55 Ahmad Muhtadi Anshor, Bahth Al-Masail Nahdlatul Ulama: Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab 
Kaum Tradisionalis, (Yogyakarta: Teras, 2012), 123. 
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a. Metode qa>uli adalah sebuah cara istinbat hukum yang digunakan oleh 

Ulama Nahdlatul Ulama dalam forum Bahtsul Masail dengan 

mempelajari permasalahan yang dihadapi lalu mencari jawabannya 

dalam kitab-kitab fiqih dari empat mazhab dengan mengacu atau 

merujuk pada teks tersebut secara langsung. Dalam kata lain metode 

qauli ini adalah mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam 

lingkup mazhab tersebut. 

b. Metode ilh{a>qi ialah salah satu cara istinbat hukum yang 

pelaksanaannya dengan menyamakan hukum suatu permasalah yang 

belum terjawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan 

permasalahan yang serupa dan telah terjawab dalam kitab (telah ada 

ketetapan hukumnya).  

c. Metode ma>nha>ji ialah cara istinbat hukum dengan cara 

menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mengikuti jalan pikira 

dan kaidah-kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh para 

Imam Mazhab. 

3. Pendapat Nahdlatul Ulama tentang Praktik Pangompangan 

Praktik Pangompangan sudah menjadi sebuah adat yang biasa 

dilaksanakan oleh masyarakat di daerah Probolinggo, khususnya di Desa 

Sogaan, Kec. Pakuniran, Kab. Probolinggo. Parktik pangompangan adalah 

sebuah praktik yang dilaksanakan saat terlaksananya sebuah hajatan di suatu 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

43 
 

daerah, yakni dengan memberi sumbangan kepada orang yang melaksanakan 

hajat dan nantinya orang tersebut harus mengganti sumbangan tersebut 

kepada orang yang memberikan kepada orang yang melaksanakan hajat. 

Barang yang disumbangkan adalah berupa sembako atau kebutuhan pokok 

seperti beras, gula, minyak, telur, dan lain sebagainya. Praktik ini telah 

terlaksana dari zaman dahulu, dan masyarakat sampai saat ini masih 

melastarikan praktik tersebut. 

Ulama Nahdlatul Ulama Cabang Kraksaan, yakni Ketua Rois Syuriah 

PCNU Probolinggo menyatakan bahwa:  

“Praktik pangompangan boleh-boleh saja karena ini juga masuk dalam kategori 

adat atau kebiasaan dalam masyarakat, praktik ini dapat dikatakan Hibah bi 
thawab karena memiliki fasad yakni tidak ada sighat dalam praktek tersebut. 

praktik pangompangan ini sebenarnya adalah sebuah pemberian sesuai dengan 

yang tertulis di Kitab I’a>nah al-t}a>libi>n bahwasanya dalam praktik seperti ini 

tidak ada keharusan mengembalikan hadiah pernikahan yang menjadi tradisi 

ketika masyarakat atau kerabat memberikan hadiah tersebut kepada orang 

yang melaksanakan hajat, kecuali dengan 3 syarat. Pertama, Orang yang 

memberikan mengucapkan “Ambillah ini”. Kedua,  orang yang memberi 

berniat kembali atau menghutangkan. Ketiga, adanya kebiasaaan atau tradisi 

untuk mengembalikan pemberian tersebut yang terjadi dilingkungan 

masyarakat.”56 

 

Praktik Pangompangan dalam masyarakat telah menjadi sebuah 

keharusan saat terlaksananya sebuah acara pernikahan oleh kerabat atau 

tetangga. Dan dalam praktiknya hal yang telah di berikan memang memiliki 

                                                           
56 KH. Munir Kholili, Wawancara, Probolinggo, 22 Desember 2019. 
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kewajiban untuk mengembalikan. KH. Sholeh Isnaini, pengurus LBM 

Nahdlatul Ulama menyatakan demikian: 

“Sebenarnya kalau ada orang yang memberi dalam porsi banyak itu memiliki 

maksud memberi hutang. Dan adat kebiasaan seperti itu hukumnya adalah 

hutang, yang penting akad hutang yang terlaksana ini berlaku tanpa adanya 

bunga. kebiasaan yang terjadi di masyarakat seperti ini sah saja, dan tidak 

masalah karna sebenarnya akad dalam muamalah itu boleh saja jika tanpa 

sighat, seperti membeli barang yang menggunakan mesin.”57 

 

Jumlah pemberian yang terjadi dalam praktik pangompangan memang 

tidak masuk dalam kewajaran karena pemberian yang sangat banyak, dan jika 

kita nalar pemberian yang kuantitasnya banyak seperti di praktik 

pangompangan itu bukanlah semata-mata dengan niatan untuk memberikan, 

karena tersirat sebuah rasa ingin dikembalikan dan niat menghutangkan. KH. 

Dhofir yang merupakan Ketua Lajnah Bahtsul Masail Probolinggo 

mengatakan bahwa: 

“Tradisi atau adat pangompangan ini adalah sebuah bentuk tolong menolong, 

namun hukumnya dihukumi dengan akad hutang piutang karena pemberian 

yang dilakukan memang diniati menghutangi pemilik hajat, dan jika dalam 

praktik ini ada tanda-tanda mau diganti maka harus diganti. Praktik 

Pangompangan ini dihukumi sebagi hutang juga dikarenakan praktik ini telah 

menjadi kebiasaan, dan kebiasaan atau adat istiadat dapat menjadi hukum. 

Sesuai dengan kadiah fiqhiyyah 58”العادة محكمة 

 

Kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat dapat dijadikan hukum 

dansama halnya dengan praktik pangompangan ini. Praktik yang telah 

menjadi kebiasaan ini dihukumi sebagai hutang karena mengharapkan 

                                                           
57 KH. Sholeh Isnaini, Wawancara, Probolinggo, 23 Desember 2019. 
58 KH. Mudhofir Irwani, Wawancara, Probolinggo, 23 Desember 2019.  
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pengembalian  oleh pemilik hajat. Ustadz Ridho sebagai ketua Nahdlatul 

Ulama di Desa Sogaan menyatakan bahwa: 

“Pratik Pangompangan ini boleh saja dilaksanakan, karena ini dalam lingkup 

membantu orang yang memiliki hajat. Praktik ini juga masuk kategori tolong 

menolong, dan karena dalam masyarakat telah menjadi sebuah adat atau 

kebiasaan yang didalamnya berisi kewajiban mengembalikan maka harus 

dikembalikan. Adat dapat menjadi hukum, kaidah ini cocok dalam praktik 

pangompangan yang terjadi dalam masyarakat ini. Praktik ini sebenarnya 

sangat membantu sekali untuk orang yang melaksanakan hajat, karena 

mengantisipasi masyarakat yang melaksanakan hajat untuk meminjam 

kepada rentenir.”59 

 

Hal ini dikarenakan besarnya kebutuhan masyarakat yang akan 

melaksanakan hajat atau  sebuah acara pernikahan. Yang terkadangan 

masyarakat menggunakan jasa rentenir untuk mendapatkan pinjaman dalam 

memenuhi kebutuhan mereka dalam pelaksanaan hajat. Namun, karena 

adanya praktik pangompangan disini masyarakat akan terbantu oleh 

sumbangan yang diberikan tetangga dan kerabat dan pastinya tidak akan 

menggunakan jasa rentenir untuk mendapatkan pinjaman. 

Dalil yang digunakan oleh para Ulama Nahdlatul Ulama Probolinggo 

Yakni K.H Mudhofir Irwani dan K.H Sholeh Isnaini adalah dalil dari hutang 

piutang. Salah satu tolong menolong yang baik adalah dengan cara 

melaksanakan praktik hutang piutang, dalil hutang piutang tertulis dalam 

surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:60 

                                                           
59 Ustadz Muhammad Ridho, Wawancara, Probolinggo, 24 Desember 2019. 
60KH. Sholeh Isnaini, Wawancara, Probolinggo, 23 Desember 2019. 
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بِ  وَلْيَكْتبُْبَّيْنَكُمْكَاتِب ٌۢ
ىفَاكْتبُوُْهُُۗ سَمًّ ىاجََلٍمُّ

ااِذاَتدَاَيَنْتمُْبِديَْنٍاِلٰٰٓ وَلََيَأبْكََاتِب انَْيَّكْتُ يٰٰٓايَُّهَاالَّذِيْنَاٰمَنوُْٰٓ الْعَدْلِ 

وَلْيمُْلِلِِلَّذِيْعَليَْهِالْحَقُّوَلْيَتَّقِاللّٰهَرَ  فَاِنْكَانَالَّذِيْعَلَيْهِالْ بَكَمَاعَلَّمَهُاللّٰهُفَلْيَكْتبُْ  بَّهٗوَلََيَبْخَسْمِنْهُشَيْـًٔاُۗ

وَاسْتشَْهِدوُْاشَهِيْديَْنِمِ  جَالِكُمْ  حَقُّسَفِيْهًااوَْضَعِيْفاًاوَْلََيَسْتطَِيْعاُنَْيُّمِلَّهُوَفَلْيمُْلِلْوَلِيُّهٗبِالْعَدْلُِۗ نْرِِّ

امْرَاتَٰنِمِ  رَاحِْدٰىهُمَاافَاِنْلَّمْيَكُوْنَارَجُليَْنِفَرَجُل وَّ حْدٰىهُمَافتَذُكَِِّ ِ اءِانَْتضَِلَِّ نْترَْضَوْنَمِنَالشُّهَدََۤ مَّ

ذٰلِ  ُۗ ىاجََلِه 
اانَْتكَْتبُوُْهُصَغِيْرًااوَْكَبِيْرًااِلٰٰٓ وَلََتسَْـَٔمُوْٰٓ

اءُاِذاَمَادعُُوْاُۗ وَلََيَأبَْالشُّهَدََۤ كُمْاقَْسَطُ لَْخُْرٰىُۗ

ٰٓانَْتكَُوْنَتِجَارَةحًَاضِرَةتًدُِيْرُوْنَهَابَيْنَكُمْفَلَيْسَعَليَْ عِنْداَللّٰهِوَاقَْوَمُلِلشَّهَادةَوَِاَ  االََِّ ترَْتاَبوُْٰٓ دْنٰىٰٓالَََّ

لََشَهِيْد ەُۗوَانِْتفَْعَلوُْافَاِنَّ  كَاتِب وَّ رَّ وَلََيضَُاَۤ ااِذاَتبََايعَْتمُْ  تكَْتبُوُْهَاُۗوَاشَْهِدوُْٰٓ الَََّ بِكُمُْۗ كُمْجُنَاح 
هٗفسُُوْق ٌۢ

وَاللّٰهُبِكُلِِّشَيْءٍعَلِيْم  وَاتَّقوُاا وَيعَُلِِّمُكُمُاللّٰهُُۗ  للّٰهَُۗ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan 

utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk 

menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka 

hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu 

mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan 

janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu 

orang yang kurang akalnya atau lemah(keadaannya), atau tidak mampu 

mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan 

benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara 

kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang 

laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai 

dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang 

lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila 

dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas 

waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih 

adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih 

mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan 

perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada 

dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi 

apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga 

saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu 

kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan 
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pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.(Q.S 

Al-Baqarah, 282).61 

Ayat di atas memerintahkan kepada setiap ummat yang beriman jika 

mereka melakukan transaksi hutang piutang harus menggunakan ketentuan-

ketentuan Allah. Dengan dilengkapi berbagai macam bukti agar nanti dapat 

menjadi dasar untuk menyelesaikan perselisihan yang dikhawatirkan dapat 

timbul di kemudian hari, pembuktian ini bisa berupa bukti tertulis atau 

adanya saksi.62 

Berdasarkan beberapa dalil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pendapat Ulama Nahdlatul Ulama adalah praktik pangompangan yang telah 

menjadi kearifan lokal dalam masyarakat ini sah-sah saja dilaksanakan karena 

praktik ini merupakan salah satu bentuk dari tolong menolong dan 

sumbangan yang berarti menghutangi dalam praktik pangompangan ini 

masuk ke dalam bentuk akad hutang, karena selain telah menjadi suatu 

kebiasaan dalam masyarakat, biasanya barang yang diberikan juga dicatat 

oleh pemilik hajatan agar nantinya dapat mengganti sesuai dengan pemberian 

yang diberikan.  

Pendapat yang dipaparkan oleh Para Ulama Nahdlatul Ulama Cabang 

Kraksaan, Probolinggo ditemukan dua macam pendapat yang berbeda, yakni, 

K.H Munir Kholili menyatakan bahwa praktik pangompangan yang terjadi 

                                                           
61Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya, (Jakarta: Penerbit Lentera Abadi, 2010), 431. 
62Ibid, 433. 
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merupakan hiba>h bi ts>awab, yakni Hibah dengan syarat adanya ganti yang 

disebutkan dan hukumnya sah menurut mazhab fikih.63, dan menggunakan 

Kitab I’a>nah al-t}a>libi>n sebagai rujukan. Yakni sebagai berikut: 

والذي تحررمن كلام الرملي وابن حجر وحو اشيها أنه لارجوع في النقوط المعتاد في الأفراح 
أي لايرجع به مالكه إذا وضعه في يد  صاحب الفرح أويد مأذونه إلا بشروط ثلاثة أن يأتي 

فيه وإذا  و يصدق هو أو وارثه فيها و أن يعتاد الرجوع بلفظ كخذه ونحوه وأن ينوي الرجوع
وضعه في يد المزين ونحوه أو في الطاسة المعرفة لايرجع إلا بشرطين إذن صاحب لافرح و 

 64شرط الرجوع كما حققه شيخنا
Maknanya: Dalam Kitab tersebut disebutkan bahwasanya Al-Dimyati 

menegaskan dari pernyataan Imam Al-Ramli dan Imam Ibnu 

Hajar bahwasanya sesungguhnya tidak ada keharusan 

mengembalikan hadiah pernikahan yang menjadi tradisi ketika 

pemilik menyerahkan kepada pemilik kegembiraan 

(penyelenggara hajatan)  kecuali dengan tiga syarat. Pertama, 

Menyerahkan barang dengan ucapan Ambillah (uang) ini. Kedua, 

Berniat meminta kembali (menghutagkan), dan dia atau ahli 

waris mengetahui dan membenarkan tentang niatan tersebut. 

Ketiga, adanya kebiasaan atau tradisi dilingkungan masyarakat 

untuk mengembalikannya.  

Sedangkan 3 Ulama Nahdlatul Ulama yang lain, yakni K.H Sholeh 

Isnaini, K.H Mudhofir Irwani, dan Ustadz Muhammad Ridho menyatakan 

bahwa praktik pangompangan ini adalah bentuk dari hutang dan rujukan yang 

digunakan adalah Q.S Al-Baqarah ayat 282. 

B. Muhammadiyah 

                                                           
63 Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, cet 2, Vol 5, (Damaskus Darl al-Fikr:, 2000), 

28. 
64 Utman Bin Muh{ammad Sat{t{a, I’a>nah al-t}a>libi>n, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2009), 52. 
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1. Sejarah Muhammadiyah 

Muhammadiyah merupakan organisasi Islam yang bergerak di bidang 

pendidikan, dakwah dan kemasyarakatan yang didirikan pada tanggal 18 

Nopember 1912, bertepatan dengan 8  Zulhijjah 1330 H yang dipelopori oleh 

Haji Ahmad Dahlan.65 Muhammadiyah merupakan sebuah tanggapan  

terhadap saran yang masuk dari murid-murid K.H. Ahmad Dahlan untuk 

mendirikan sebuah lembaga yang bersifat permanen.66 Maksud dan tujuan 

didirikannya adalah untuk menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam, 

sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. sebagai 

gerakan pembaharuan Islam, Muhammadiyah lahir sebagai jawaban atas 

tantangan-tantangan yang melingkupi kehidupan masyarakat saat itu. Awal 

berdirinya Muhammadiyah sebenarnya di dorong oleh kegelisahan dan 

keprihatinan yang mendalam terhadap model dakwah dan pola pemikiran 

keagamaan Islam konvensional-tradisional yang biasa berlaku saat itu.67

                                                           
65Departemen Agama, Ensiklopedi Islam Indonesia, (Jakarta: CV. ANDA UTAMA, 1990), 789 
66 Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Pustaka LP3ES,1996), 85. 
67Suyoto, Moh. Shofan dan Endah Sri Redjeki, Pola Gerakan Muhammadiyah Ranting Ketegangan 

Antara Purifikasi dan Dinamisasi, (Jogjakarta: IRCISod, 2005), 17-18. 
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Organisasi yang didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan ini  

merupakan organisasi yang berasaskan agama Islam oleh karena itu tujuan 

Muhammadiyah  yang paling penting adalah untuk menyebarkan ajaran 

Islam, melalui pendidikan maupun kegiatan sosial lainnya. Selain itu juga 

bertujuan untuk meluruskan keyakinan yang menyimpang serta 

menghapuskan perbuatan yang dianggap oleh Muhammadiyah sebagai 

bid’ah.68 Maksud awal persyarikatan didirikan adalah untuk “menyebarkan 

pengajaran Kanjeng Nabi Muhammad saw. kepada penduduk bumiputera dan 

memajukan hal agama Islam kepada anggota-anggotanya”. 

KH. Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah sebagai upaya 

penyempurnaan pemikiran beliau dalam melaksanakan Islam dengan sebenar-

benarnya dan juga dengan sebaik-baiknya.69 Sejalan dengan tujuan tersebut, 

dinamailah organisasi ini dengan nama Muhammadiyah. Yang berarti, Umat 

Muhammad. Ketika Muhammad Rasulullah menjadi utusan terakhir, maka 

Kyai Dahlan mengharapkan Muhammadiyah juga akan menjadi perkumpulan 

terakhir pula.70 

                                                           
68 Arbiya Lubis, Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh Suatu Studi Perbandingan, 

(Jakarta: Bulan Bintang, 1989), 16. 
69 Tim Pembina Al-Islam dan Kemuhammadiyah, Muhammadiyah Sejarah, Pemikiran dan Amal 
Usaha, (Malang: PT Tiara Wacana Yogya dan Universitas Muhammadiyah Malang Press, 1990), 3. 
70 Fajar Riza Ul Haq, Membangun Keragaman Meneguhkan Pemihakan Visi Politik Baru 
Muhammadiyah, (Surabaya: Penerbit Lembaga Pengkajian Agama dan Masyarakat, 2004), 112 
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Tanggal 20 Desember 1912 K.H Ahmad Dahlan mengajukan 

permohonan kepada Pemerintah Hindia Belanda untuk mendapatkan badan 

hukum (rechtspersoon) bagi Muhammadiyah, namun permohonan tersebut 

baru dikabulkan dua tahun kemudian yakni pada tahun 1914 dengan Surat 

Ketetapan Pemerintah No. 18 Tanggal 22 Agustus 1914, izin ini hanya 

berlaku untuk daerah Yogyakarta dan hanya diperbolehkan bergerak di 

daerah Yogyakarta sebagai daerah lahirnya Muhammadiyah.71 

Daerah operasi Muhammadiyah mulai berkembang dari tahun 1917 

setelah Budi Utomo mengadakan kongres di Yogyakarta. K>H Ahmad Dahlan 

sebagai tuan rumah dapat membuat peserta kongres terpesona akan pidato 

yang beliau haturkan dalam kongres tersebut. berawal dari hal tersebut maka 

banyak permintaan untuk mendirikan cabang Muhammadiyah di Jawa, 

pengurus Muhammadiyah menyikapinya dengan menerima permintaan dari 

beberapa daerah untuk mendirikan cabang. Pada tahun 1920 wilayah operasi 

Muhammadiyah telah meliputi seluruh jawa dan pada tahun selanjutnya 

yakni tahun 1921 Muhammadiyah mulai berkembang di seluruh Indonesia.72 

Sejak saat itu Muhammadiyah memberikan dampak yang kuat di 

Indonesia, karena sebagai organisasi kemasyrakatan Muhammadiyah tidak 

hanya menangani masalah-masalah Pendidikan namun juga melayani hal-hal 

                                                           
71 Khalimi, Ormas-Ormas Islam: Sejarah, Akar Teologi dan Politik, (Jakarta: Gaung Persada Press, 

2010), 314. 
72Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Pustaka LP3ES,1996), 87. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

52 
 

lain seperti kesehatan, pemberian hukum (fatwa), penyuluhan, panti asuhan, 

dll. Hal ini dibuktikan dengan banyakan Lembaga Pendidikan, rumah sakit, 

panti asuhan, masjid yang dibangun oleh Muhammadiyah. Selain hal-hal 

kemasyarakatan   tersebut di dalam Muhammadiyah terdapat juga beberapa 

badan semi otonom yang menangani masalah keagamaan dan 

kemasyarakatan. 

2. Metode Ijtihad Muhammadiyah 

Ijtihad dapat dilakukan secara individu dan dapat pula dilakukan 

bersama-sama atau kolektif, dan dalam Muhammadiyah memilih 

menggunakan Ijtihad yang kedua dimana dapat dilihat dengan dibentuknya 

lembaga dalam Muhammadiyah yang disebut Majlis Tarjih atau Lajnah 

Tarjih.73 Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dibentuk untuk menekuni 

masalah-masalah agama Islam secara khusus, Majelis ini awalnya dibentuk 

dalam kongres Muhammadiyah ke-16 di Pekalongan yakni pada tahun 1927 

dengan nama Majelis Tarjih, karena pada tahap-tahap awal terbentuknya 

majelis ini adalah hanya mengemban tugas memilih-milih antara beberapa 

pendapat yang ada dalam khazanah pemikiran Islam yang memiliki dasar 

paling kuat, hal ini disebabkan karena Muhammadiyah tidak menganut suatu 

mazhab tertentu, khususnya empat mazhab (Syafi’i, Maliki, Hambali, dan 

                                                           
73Fathurraman Djamil, Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah, (Jakarta: Logos Pubhlishing 

House, 1995), 63 
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Hanafi). Seiring perkembangan zaman, permasalah-masalahan yang muncul 

di masyarakat juga semakin kompleks yang merupakan permasalahan-

permasalahan baru, sehingga belum ditemukan jawaban atas permasalahan 

tersebut jika tetap mencari di pemikiran Islam klasik, dari hal tersebut 

berkembanglah juga konsep tarjih yang digunakan oleh Muhammadiyah, 

yakni dengan mencari ketentuan hukum untuk masalah-masalah baru yang 

sebelumnya tidak pernah di temukan di zaman Islam klasik.74 

Muhammadiyah menyatakan bahwa Ijtihad bukanlah sebagai sumber 

hukum melainkan diartikan dengan metode penetapan hukum, karena pada 

prinsipnya. Sumber hukum Islam hanya Al-Qur’an dan Al-Sunnah. Ijtihad 

yang dilakukan tetap harus berdasarkan kepada dua sumber tersebut. Ijtihad 

yang dilakukan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid bukanlah ijtihad yang 

dilaksanakan oleh perorangan namun merupakan ijtihad jama’i, yang berarti 

membicarakan suatu masalah hukum dengan sistem musyawarah atau 

kelompok yang dilaksanakan oleh sekelompok ahli dengan mencari dalil-dalil 

yang dirasa kuat sebagai dasar dalam memutuskan suatu permasalahan.75 

Majlis Tarjih adalah suatu lembaga dalam Muhammadiyah yang 

membidangi masalah-masalah keagamaan, khusunya bidang fiqih. Majelis ini 

dibentuk dan disahkan pada kongres Muhammadiyah XVII tahun 1928 di 

                                                           
74Muhammad Yusuf Amin Nugroho, Fiqh al-Ikhtilaf: NU-Muhammadiyah,(Wonosobo: E-book Free, 

2012), 10.  
75 Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Tanya- Jawab Agama 2, 

(Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004), 213. 
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Yogyakarta, dengan K.H Mas Mansur sebagai ketua pertamanya. Majlis 

Tarjih didirikan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan khilafiyat, yang 

pada waktu itu dianggap rawan oleh Muhammadiyah. Kemudian Majlis 

Tarjih itulah yang nantinya akan menetapkan pendapat mana yang dianggap 

kuat untuk diamalkan oleh warga Muhammadiyah. Dan dalam 

perkembangannya Majlis Tarjih tidak lagi lagi hanya melakukan 

penyelesaian terhadap persoalan-persoalan khilafiyat tapi juga melakukan 

penyelesaian terhadap masalah baru yang belum pernah dibahas sebelumya.`76 

Muhammadiyah berpendapt bahwa Ijtihad dapat dilakukan  pada 

permasalahan-permasalahan, sebagai berikut: 

a) Masalah-masalah yang terdapat dalam dalil-dalil zhanni. 

b) Masalah-masalah yang secara eksplisit tidak ditemukan dalam Al-

Qur’an dan Al-Sunnah.77 

Muhammadiyah sepakat dalam menggunakan Al-Qur’an dan Al-

Sunnat al-Shahihat sebagai sumber hukum utama dalam Islam. Dan dalam 

menyikapi permasalah-permasalah kontemporer Muhammadiyah 

menggunakan ijtihad dan istinbat dari nash yang ada melalui illatnya, dengan 

catatan selagi permasalahan tersebut tidak berhubungan dengan ibadah 

                                                           
76Fathurraman Djamil, Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah, (Jakarta: Logos Pubhlishing 

House, 1995), 64. 
77 Muhammad Yusuf Amin Nugroho, Fiqh al-Ikhtilaf: NU-Muhammadiyah,(Wonosobo: E-book Free, 

2012), 25. 
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mahdah dan tidak ada nash sharih dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits yang 

membahas permasalah tersebut.78 

Muhammadiyah berijtihad melalui 3 jalur, yakni: 

Al-Ijtiha>d al-Baya>ni, yakni menjelaskan hukum yang kasusnya telah 

terdapat dalam nash Al-Qur’an dan Hadits. Ijtihad Bayani merupakan usaha 

untuk  

a) mendapatkan hukum dari nash-zhanni dengan mencari dasar-dasar 

interpretasi atau tafsir. 

b) Al-Ijtiha>d al-Qiyas}i, yakni menyelesaikan kasus baru dengan 

menganalogikannya atau menyamakannya dengan kasus yang hukumnya 

telah diatur dalam Al-Qur’an dan Hadits. Ijtihad Qiyasi usaha yang 

sungguh-sungguh untuk menentukan sesuatu masalah yang belum ada 

ketentuan nashnya, dan dicari berdasarkan kesamaan illah.79 

c) Al-Ijtiha>d al-Isitis}lahi, yakni menyelesaikan kasus yang tidak diatur 

dalam kedua sumber hukum sebelumnya, dengan menggunakan 

penalaran yang didasarkan atas kemaslahatan.80 Dan Ijtihad Istislahi 

adalah mencari ketentuan hukum suatu masalah yang tidak ada 

ketentuan nashnya, dan dicari dengan berdasarkan pada kemaslahatan 

yang akan di capai. 

                                                           
78 Fathurraman Djamil, Metode Ijtihad ......, 70 
79 Asjmuni Abdrurrahman, Manhaj Tarjih Muhammadiyah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 113. 
80 Fathurraman Djamil, Metode Ijtihad .....,78 
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3. Pendapat Ulama Muhammadiyah tentang Praktek Pangompangan 

Praktik Pangompangan yang telah menjadi sebuah adat istiadat di 

masyarakat khususnya di Probolinggo menjadi sebuah problematika di 

masyarakat, karena terkadang adanya praktik pangompangan ini menjadi 

beban bagi masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah karena dalam 

kebiasaan tersebut orang yang mendapatkan sumbangan saat melaksanakan 

sebuah hajatan diharuskan mengembalikan sesuai dengan kuantitas yang 

telah di sumbangkan. 

Praktik Pangompangan sudah merupakan sebuah keharusan dalam 

acara pernikahan, seperti yang sebelumnya dipaparkan terkadang praktik 

pangompangan membebankan golongan masyarakat yang ekonominya 

menengah ke bawah, karena keharusan mengembalikan sesuai dengan 

kuantitas yang diberikan terkadang masyarakat terpaksa untuk mencari 

pinjaman atau bahkan menjual barang-barang berharga, padahal seharusnya 

praktik pangompangan disini bertujuan membantu yang kesusahan bukannya 

menambah beban tersendiri dalam masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut 

Ust. Fauzi, S. Ag. sebagai ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah 

Probolinggo menyatakan: 

“Bahwa praktek pangompangan ini makruh hukumnya jika memang diniati 

sebagai hutang, namun diperbolehkan jika memang diniati dengan membantu 

orang yang memiliki hajat dengan tujuan menolong atau meringankan beban 

saudara yang punya hajat. Benar praktik ini memiliki tujuan untuk membantu 

sesama saudara dalam pelaksanaan acara pernikahan yang dilaksanakan oleh 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

57 
 

sesama kerabat kita, tapi jika mengharapkan suatu pengembalian maka 

kurang baik pelaksanaanya di masyarakat”81 

 

Menurut Ust. Muhammad Fadlal, SH. yang memiliki jabatan sebagai 

pengurus Majlis Tarjih dan Majlis Tajdid pengurus daerah Probolinggo, Jawa 

Timur. Beliau menyatakan: 

“Praktik pangompangan  ini adalah bentuk adat atau kebiasaan, dalam kaidah 

fiqih di sebutkan bahwa adat atau kebiasaan dapat menjadi hukum. Praktik 

ini jika dilihat dari segi hukumnya, sah-sah saja sesuai dengan Surat Al-

Maidah ayat 22 karena praktik ini termasuk sebuah bentuk dari tolong 

menolong. Namun dari sisi akhlaq praktik ini kurang baik karena 

mengharapkan balasan kebaikan.”82 

 

Akhlaq tidak mengajarkan mengharapkan balasan saat melaksanakan 

kebaikan kepada orang lain, dan jika dikaji lagi praktik ini memang dari 

kebiasaan yang telah berlaku di masyarakat dan dalam praktiknya 

mengharuskan adanya bentuk pengembalian sesuai dengan kuantitas yang 

telah disumbangkan. Seperti halnya yang telah dipaparkan oleh Ust. 

Muhammad Fadlal, Ust. Syamsul Mu’arif, M. Pd. yang merupakan pengurus 

Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Probolinggo juga memaparkan hal 

yang sama, yakni: 

“Praktik Pangompangan ini tidak lah baik jika dilihat dari pelaksanaan di 

masyarakat karena adanya pengharapan akan balasan kebaikan yang 

dilakukan. Namun jika ditilik dari hukum yang belaku sebenarnya boleh saja, 

karena ini merupakan kebiasaan yang telah terjadi di masyarakat dan telah 

terlaksana dari zaman dulu, yang perlu di garis bawahi adalah keharusan 

                                                           
81 Ust. Fauzi, Wawancara, Probolinggo, 21 Desember 2019. 
82 Ust. Muhammad Fadlal, Wawancara, Probolinggo, 24 Desember 2019. 
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pengembalian sumbangan yang telah diberikan, padahal niat awal adalah 

membantu malah berubah menjadi menghutangi atau meminjami.”83 \ 

 

Praktik Pangompangan yang awalnya merupakan sebuah bentuk 

tolong menolong di masyarakat menjadi sebuah bentuk investasi yang 

pelaksankannya dalam hutang-piutang, dalam niatan membantu malah 

menjadi beban terhadap kalangan masyarakat menengah ke bawah. Ust. Abd 

Nashir, M.Ag. yang juga merupakan salah satu pengurus Majelis Tarjih dan 

Tajdid Muhammadiyah menyatakan: 

“Praktik Pangompangan ini telah berkembangan di masyarakat dari zaman 

dahulu, praktik ini merupakan kearifan lokal khususnya di Sogaan, 

Pakuniran. Menurut saya tidak ada implikasi hukum selama tidak ada akad, 

dalam praktik ini tidak ada yang namanya akad, karena tidak adanya akad 

maka untuk permasalahan pengembalian barang yang telah disumbangkan 

boleh mengembalikan dan boleh juga tidak mengembalikan dilihat dari sisi 

kemampuan finansial masyarakat tersebut saja. Namun jika ada unsur 

menghutangi dalam akad tersebut maka tidak boleh dilaksanakan, karena 

mentradisikan hutang adalah hal yang tidak boleh dilaksanakan.”84 

 

Ulama Muhammadiyah menyatakan bahwa sebenarnya boleh-boleh 

saja melaksanakan praktik ini karena tidak adanya akad, dan telah menjadi 

suatu kebiasaan dimana, adat bisa menjadi hukum tak tertulis dalam 

kehidupan bermasyatakat. Namun Praktik pangompangan yang memang 

merupakan sebuah bentuk tolong menolong dan ditemukan adanya indikasi 

perubahan tujuan yang awalnya bernama sumbangan menjadi bentuk hutang 

piutang maka ulama Muhammadiyah kurang sepakat terhadap adanya praktik 

                                                           
83 Ust. Syamsul Mu’arif, Wawancara, Probolinggo, 26 Desember 2019. 
84 Ust. Abd Nashir, Wawancara, Probolinggo, 25 Desember 2019. 
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pangompangan ini. Dalil yang digunakan oleh ulama Muhammadiyah adalah 

Q.S Al-Maidah ayat 2, yang berbunyi: 

يا أيَ ُّهَا الَّذينَ آمَنوا لا تُحِلّوا شَعائرَِ اللَّهِ وَلَا الشَّهرَ الحَرامَ وَلَا الهَديَ وَلَا القَلائِدَ وَلا آمّينَ 
 وَإِذا حَلَلتُم فاَصطادوا ۚ وَلا يَجرمَِنَّكُم شَنَآنُ قَومٍ  ۚالبَيتَ الحَرامَ يبَتَغونَ فَضلاا مِن رَبِّهِم وَرضِواناا

ۖ  وَلا تَعاوَنوا عَلَى الِإثمِ  أَن صَدّوكُم عَنِ المَسجِدِ الحَرامِ أَن تعَتَدواۘ  وَتعَاوَنوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقوى 
 وَالعُدوانِۚ  وَات َّقُوا اللَّهَۖ  إِنَّ اللَّهَ شَديدُ العِقابِ 

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar 

syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) 

bulan-bulan Haram, jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan 

kurban) dan qala>id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan 

jangan (pula) menggangu orang-orang yang mengunjungi 

Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya. 

Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah 

kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum 

karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, 

mendorongmu berbuat melampaui batas. Dan tolong menolonglah 

kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong 

menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada 

Allah, sungguh Allah angat berat siksaan-Nya’’ (Q.S Al-Maidah: 

2)85 

Tolong menolong yang tertulis dalam ayat ini adalah tolong 

menolong dalam bentuk kebaikan, dan di dalam praktik pangompangan 

ditemukan adanya perubahan niat dari membantu atau memberikan sembako 

kepada orang yang melaksanakan acara pernikahan menjadi investasi atau 

memberikan hutang yang nantinya walau telah bertahun-tahun lamanya harus 

digantikan sesuai dengan kuantitas yang diberikan sebelumnya. dalil lain 

yang digunakan adalah surat al-asr ayat 3, yang berbunyi: 

                                                           
85 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya, (Jakarta: Penerbit Lentera Abadi, 2010), 349. 
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بْرِ الَِّا الاذِيْنَ ا   ِ ەۙ وَتوََاصَوْا بِالصا تِ وَتوََاصَوْا بِالْحَق  لِح   ٣ - ࣖمَنوُْا وَعَمِلوُا الصّٰ

Artinya : “ Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan 

serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk 

kesabaran.”86 

Amal saleh yang tertulis dalam ayat di atas memiliki makna sebagai 

pekerjaan yang jika berhenti dilakukan maka akan menimbulkan mudharat 

atau kerusakan, atau apabila dikerjakan maka akan menghasilkan manfaat. 

Amal shaleh ialah segala perbuatan yang dapat berguna bagi diri sendiri, 

keluarga, atau kelompok masyarakat lainnya. amal shaleh melingkupi 2 sisi. 

Pertama, wujud amal atau bukti nyata pekerjaan itu. Kedua, motif pekerjaan 

itu, dan motif ini hanya Allah yang mengetahuinya. Rasul saw bersabda: 

“Setiap pekerjaan sesuai dengan niatnya.”87 

Ayat ini menyatakan bahwa sesama manusia diharapkan 

mengerjakan kebaikan dan saling menasehati dalam kebenaran dan 

kesabaran, menurut Ulama Muhammadiyah ayat ini juga termasuk dalil yang 

cocok untuk praktik pangompangan yang terjadi dalam masyarakat Desa 

Sogaan, Kec.  Pakuniran, Kab. Probolinggo. Dimana praktik pangompangan 

adalah sebuah bentuk dari kebaikan yakni saling membantu saat ada 

masyarakat yang melaksanakan acara pernikahan.  Dan sesuai dengan arti 

amal shaleh sebelumnya Ust. Fauzi menyatakan bahwa praktik 

                                                           
86Ibid, 766. 
87 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Juz Amma, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 500. 
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pangompangan ini harus kembali ke pada niatnya. Jika niatnya adalah dengan 

memberi tanpa harapan ingin mendapatkan kembali maka boleh saja, namun 

jika niatnya adalah mengharapkan barang pemberian kembali maka praktik 

pangompangan ini tidak dapat diperbolehkan.88 

Metode Istinbat yang dapat digunakan dalam praktik pangompangan 

ini adalah Qiyas, karena masyarakat yang melaksanakan praktik 

pangompangan ini disebut sebagai praktik tolong menolong antar tetangga 

atau kerabat dengan orang yang mengadakan acara pernikahan.  

Ulama Muhammadiyah menyebut praktik pangompangan ini sebagai 

sebuah bentuk tolong menolong namun kurang sepakat dengan adanya 

sebuah adat kebiasaan yang seperti ini. Intinya adalah Ustadz Fauzi, Ustadz 

Muhammad Fadlal, Ustadz Syamsul Mu’arif, dan Ustadz Abd Nashir sebagai 

Ulama Muhammadiyah Cabang Kraksaan, Kab. Probolinggp menyatakan 

bahwa praktik pangompangan ini tidak boleh dilaksanakan karena praktik 

pangompangan dalam pelaksanaannya ditemukan adanya indikasi perubahan 

tujuan dari tolong menolong menjadi utang piutang dan bentuk pelaksanaan 

praktik pangompangan yang seperti kurang layak jika terus dilakukan oleh 

masyarakat.

                                                           
88Ust. Fauzi, Wawancara, Probolinggo, 21 Desember 2019. 
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BAB IV 

ANALISIS PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA DAN ULAMA 

MUHAMMADIYAH PROBOLINGGO TENTANG PRAKTIK 

PANGOMPANGAN 

A. Analisis Deskriptif Tentang Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama 

Muhammadiyah Probolinggo Terhadap Praktik Pangompangan di Desa Sogaan, 

Kec. Pakuniran, Kab. Probolinggo.  

1. Pandangan tentang Praktik Pangompangan 

Menurut Ulama Nahdlatul Ulama praktik pangompangan adalah 

sebuah kebiasaan yang telah dari zaman dahulu dilaksanakan secara teratur 

oleh masyarakat saat ada tetangga atau kerabat yang melangsungkan acara 

pernikahan. Dan karena merupakan suatu kebiasaan maka boleh saja terus 

dilaksanakan sekaligus terus melestarikan budaya yang ada. 

Sedangkan menurut Ulama Muhammadiyah Praktik Pangompangan 

memang sebuah adat istiadat yang telah terlaksana sejak lama dalam 

kehidupan masyaraka, namun adat istiadat dapat menjadi hukum apabila 

tidak bertentangan dengan syariat. Sedangkan dalam praktik ini masih 

ditemukan adanya kontroversi akan adanya akad dan praktik hutang piutang 

yang terlaksana. Ulama Muhammadiyah kurang sepakat dengan adanya 
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praktik pangompangan yang terjadi di masyarakat Desa Sogaan, Kecamatan 

Pakuniran, Kabupaten Probolinggo ini. 

Hukum Praktik Pangompangan yang biasa terlaksana di Desa Sogaan, 

Kec. Pakuniran, Kab. Probolinggo menurut Ulama Nahdlatul Ulama 

merupakan hal yang boleh saja dilaksanakan. Karena hakikatnya praktik 

pangompangan ini adalah sebuah adat istiadat atau kebiasaan yang tidak bisa 

di ubah begitu saja, sedangkan untuk menyikapi masalah sumbangan yang 

menjadi praktik hutang di masyarakat, itu adalah hal yang memang sudah 

masuk dalam kategori kebiasaan, tanpa akad pun masyarakat sudah tau 

bahwa itu merupakan sumbangan yang nantinya harus di kembalikan karena 

merupakan sebuah kebiasaan, apa lagi setiap sumbangan yang diberikan 

diterapkan penulisan oleh orang yang menerima sumbangan atau orang yang 

melaksanakan acara pernikahan agar nantinya tidak lupa dan dapat 

mengganti kuantitas yang telah diberikan. 

Sedangkan hukum praktik pangompangan menurut Ulama 

Muhammadiyah adalah tidak boleh karena praktik pangompangan berisi 

tentang praktik hutang piutang yang berkesinambungan, dan menurut Ulama 

Muhammadiyah hutang tidak boleh ditradisikan. Dan praktik pangompangan 

ini walau merupakan sebuah adat istiadat tetap kurang baik apabila terus 

dilaksanakan. Karena adat istiadat dapat menjadi hukum apabila tidak 

bertentangan dengan syariat Islam, sedangkan praktik ini dalam 
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pelaksaannya adalah mentradisikan hutang. Praktik pangompangan ini juga 

tidak menggunakan akad dalam pelaksaannya. Jika nantinya memang ada 

akad yang digunakan praktik pangompangan ini, maka hukumnya mengikuti 

akad tersebut. 

Menurut analisis penulis pendapat hukum yang dapat digunakan 

penerapannya dalam masyarakat adalah pendapat dari kalangan Ulama 

Nahdlatul Ulama karena mayoritas masyarakat juga sudah memahami bahwa 

praktik ini adalah bentuk kebiasaan saat ada yang melaksanakan hajatan, 

serta tidak ada kerugian baik bagi penyumbang maupun yang mendapatkan 

sumbangan. Dengan praktik ini setidaknya dapat sedikit membantu orang 

yang memiliki hajatan, serta dapat membantu dirinya sendiri saat 

penyumbang tersebut yang melaksanakan hajatan.  

2. Metode Istibath yang digunakan oleh Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama 

Muhammadiyah 

Menurut hasil pengumpulan data terkait metode istinbat ulama 

Nahdlatul Ulama Cabang Kraksaan, metode yang digunakan adalah:  

Ijtihad tentang pendapat Imam Abu Bakar bin Sayyid Muhammad 

Syata al-Dimyati di dalam kitabnya, Kitab I’anah al thalibin menyatakan 

bahwa sesungguhnya tidak ada keharusan mengembalikan hadiah dalam 

acara pernikahan yang telah menjadi tradisi kecuali dengan 3 syarat: 

a. Menyerahkannya dengan mengucapkan “ambillah (uang) ini”. 
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b. Berniat meminta kembali atau menghutangkan, dan ia atau ahli waris 

membenarkan tentang niatan tersebut. 

c. Adanya kebiasaan atau tradisi di lingkungan masyarakat untuk 

mengembalikannya.89 

والذي تحررمن كلام الرملي وابن حجر وحو اشيها أنه لارجوع في النقوط المعتاد في 
بشروط  الأفراح أي لايرجع به مالكه إذا وضعه في يد  صاحب الفرح أويد مأذونه إلا

ثلاثة أن يأتي بلفظ كخذه ونحوه وأن ينوي الرجوع فيه وإذا وضعه في يد المزين 
ونحوه أو في الطاسة المعرفة لايرجع إلا بشرطين إذن صاحب لافرح و شرط الرجوع  

 90كما حققه شيخنا
 

Selain mengambil dari kitab Fiqih Ulama Nahdlatul Ulama juga 

menggunakan dalil dari Al-Qur’an, yakni dalam Surat Al-Baqarah ayat 282  

yang artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah 

tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu 

menulisnya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya 

dengan benar” (Q.S Al-Baqarah, 282).91 

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada larangan 

untuk melaksanakan praktik hutang piutang, demi membantu masyarakat dan 

juga dalam ayat di atas tertulis bahwa anjuran untuk menulis jumlah hutang 

                                                           
89KH. Munir Kholili, Wawancara, Probolinggo, 22 Desember 2019. 

 
90 Utman Bin Muh{ammad Sat{t{a, I’a>nah al-t}a>libi>n.....,52. 
91Kementerian Agama RI, Al-Qur’an .......,431. 
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piutang. Sama halnya dengan praktik pangompangan yang merupakan bentuk 

dari hutang piutang dan juga tertulis oleh yang mendaptakan sumbangan.  

Metode yang digunakan adalah metode ilh{aqi, metode ilh{aqi adalah 

metode istinbat dengan cara menyamakan hukum suatu kasus atau masalah 

yang belum ada ketetapan hukumnya dengan kasus atau masalah serupa yang 

telah dijawab oleh kitab atau menyamakan dengan pendapat yang telah ada. 

Dalam hal ini kitab fiqih yang digunakan adalah kitab I’a>nah al-t}a>libi>n 

karangan Ut}man Bin Muh}ammad Sat}t}a Al-Dimyati. Dalam permasalahan ini 

praktik pangompangan adalah menyumbangkan sejumlah barang sembako 

kepada yang melaksanakan acara pernikahan dan belum ada ketetapan 

hukumnya, sedangkan yang tertulis dalam kitab I’a>nah al-t}a>libi>n adalah 

tentang hadiah pernikahan yang berupa uang dan biasanya di masyarakat di 

sebut koleman. Dalam kedua praktik ini sama saja dalam konteks 

memberikan sumbangan kepada orang yang mengadakan acara pernikahan 

namun perbedaannya terletak dalam bentuk barang yang disumbangkan.  

Ulama Nahdlatul Ulama yang lain, yakni K.H Mudhofir Irwani, K.H 

Sholeh Isnaini, dan Ustadz Muhammad Ridho menggunakan Metode 

Manha>ji dimana menggunakan Qawa>’id Us{uliyah yakni suatu hukum kulli 

yang dapat dijadikan standar hukum bagi yang juz’i dan diambil dari dasar 
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kulli yakni Al-Qur’an dan As-Sunnah.92 Dan dalam hal ini merujuk kepada 

dalil Al-Qur’an sebagai metode istinbat dalam menyikapi praktik 

pangompangan ini. Para ulama tersebut menggunakan Q.S Al-Baqarah ayat 

282 sebagai rujukan. K.H Mudhofir Irwani juga menyatakan bahwa praktik 

pangompangan ini juga merujuk kepada Qawa>’id Fiqhiyah العادة محكمة(adat 

atau kebiasaan dapat menjadi hukum) dan Qawa>’id Fiqhiyah ini berarti 

dasar-dasar fiqh dalam bentuk teks undang-undang yang ringkas, yang 

didalamnya memuat hukum-hukum tasyri’ secara umum terhadap peristiwa-

peristiwa yang menjadi obyeknya.93 Dimana kedua kaidah ini merupakan 

metode istinbat yang masuk dalam kategori Metode Manha>ji, metode ini 

adalah cara istinbat hukum yang melakukan penyelesaian masalah dengan 

mengikuti jalan fikiran dan kaidah-kaidah penetapan hukum yang telah di 

susun oleh para Imam Mazhab. Dan menggunakan rujukan Al-Qur’an 

merupakan salah satu kaidah penetapan hukum pertama menurut para Imam 

Mazhab. 

Sedangkan Ulama Muhammadiyah dalam Menyikapi praktik 

pangompangan ini metode Istinbat yang digunakan adalah mengutip dua ayat 

Al-Qur’an. Yang pertama dalam Q.S Al-Maidah ayat 2, yang berbunyi: 

                                                           
92 Adib Hamzawi, “Qawa>’id Us{uliyyah & Qawa>’id Fiqhiyyah”. Innovatif, No. 2, Vo.2 (September, 

2016), 95. 
93Ibid, 102. 
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يا أيَ ُّهَا الَّذينَ آمَنوا لا تُحِلّوا شَعائرَِ اللَّهِ وَلَا الشَّهرَ الحَرامَ وَلَا الهَديَ وَلَا القَلائِدَ وَلا آمّينَ 
البَيتَ الحَرامَ يبَتَغونَ فَضلاا مِن رَبِّهِم وَرِضواناا 

وَتعَاوَنواعَلَىالبِرِّ ۚ  وَلايَجرمَِنَّكُمشَنَآنُ قَومٍأنَصَدّوكُمعَنِالمَسجِدِالحَرامِأنَتَعتَدواۚ  وَإِذاحَلَلتُمفَاصطادواۚ  
 إِنَّاللَّهَشَديدُالعِقابِ ۚ  وَات َّقُوااللَّهَ ۚ  وَلاتعَاوَنواعَلَىالِإثمِوَالعُدوانِ ۚ  وَالتَّقوى  

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar 

syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) 

bulan-bulan Haram, jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan 

kurban) dan qala>id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan 

jangan (pula) menggangu orang-orang yang mengunjungi 

Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya. 

Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah 

kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum 

karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, 

mendorongmu berbuat melampaui batas. Dan tolong menolonglah 

kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong 

menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada 

Allah, sungguh Allah angat berat siksaan-Nya’’ (Q.S Al-Maidah: 

2)94 

Ayat ini berisi tentang ajakan kepada seluruh ummat untuk saling 

tolong menolong dalam hal kebaikan, dan larangan saling tolong menolong 

dan keburukan atau dosa.  

Ayat di atas memaparkan masalah tentang tolong menolong dimana 

dalam kehidupan bermasyarakat adanya keharusan tolong menolong dalam 

kebaikan, dan larangan tolong menolong dalam keburukan. Dan menurut 

Ulama Muhammadiyah praktik pangompangan yang terlaksana secara turun 

temurun di Desa Sogaan, Kec. Pakuniran, Kab. Probolinggo masuk ke dalam 

bentuk tolong menolong.  

                                                           
94 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya, (Jakarta: Penerbit Lentera Abadi, 2010), 349. 
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Ulama Muhammadiyah mengutip ayat di atas karena praktik 

pangompangan sebenarnya adalah sebuah bentuk tolong menolong dalam 

kebaikan, dimana antara kerabat maupun tetangga saling membantu 

meringankan beban orang yang mengadakan acara pernikahan. Dan jika 

memang diniatkan dengan kebaikan tersebut Muhammadiyah menyatakan 

bahwa praktik ini boleh-boleh saja. Sehubung dengan praktik pangompangan 

yang faktanya dianggap sebagai hutang dalam masyarakat maka Ulama 

Muhammadiyah menyatakan kurang sepakat karena di kategorikan sebagai 

bentuk tolong menolong dalam keburukan yakni mentradisikan hutang 

sebagai sebuah adat istiadat.  

Metode istinbat yang digunakan oleh Ulama Muhammadiyah adalah 

metode Al-Ijtihad Al-Qiyasi, yakni menyelesaikan suatu permasalahan baru 

dengan cara menyamakan atau menganalogikannya dengan permasalahan 

yang telah di atur dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits. Praktik Pangompangan ini 

merupakan sebuah permasalah baru dan belum di atur baik dalam Al-Qur’an 

maupun Al-Hadits. Permasalahan ini di qiyaskan dengan bentuk tolong 

menolong yang tertulis dalam Al-Qur’an. Dalam praktik pangompangan ini 

di qiyaskan kepada perbuatan tolong menolong yang dilaksanakan dalam 

sebuah dosa atau keburukan.  

Dalam hal ini praktik pangompangan tidak boleh diterapkan 

disebabkan dalam pelaksaannya diniatkan dengan memberikan hutang yang 
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dalam praktik ini dianggap mentradisikan hutang illat dalam permasalahan 

ini adalah bentuk mentradisikan hutang yang terlaksana dalam praktik 

pangompangan ini. Praktik seperti ini tidak diperbolehkan karena terkadang 

bukan menguntungkan dan malah memberikan beban kepada masyarakat 

kalangan menengah ke bawah.  

B. Hasil Analisis Perbedaan Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama 

Muhammadiyah Cabang Kraksaan tentang Praktik Pangompangan 

1. Analisis Perbandingan Pendapat Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama 

Muhammadiyah Cabang Kraksaab tentang Praktik Pangompangan 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis maka dapat 

diketahui adanya perbedaan pendapat antara Ulama Nahdlatul Ulama dan 

Ulama Muhammadiyah Cabang Kraksaan dalam menyikapi praktik 

pangompangan yang terjadi di Desa Sogaan, Kec. Pakuniran, Kab. 

Probolinggo. Menurut Ulama Nahdlatul Ulama Cabang Kraksaan, mereka 

menyatakan bahwasanya praktik pangompangan yang telah biasa 

dilaksanakan oleh masyarakat sah-sah saja dilaksanakan karena mereka 

beranggapan pelaksanaan praktik pangompangan dalam masyarakat adalah 

bentuk sebuah kebiasaan yang tak mungkin dihilangkan. Serta dalam 

menyikapi permasalah akad dan bentuk pelaksaan praktik pangompangan 

Ulama Nahdlatul Ulama menyatakan bahwa bentuk pelaksaannya adalah 

hutang piutang dan ini tidak menjadi masalah karena telah menjadi kebiasaan 
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dan masyarakat juga sangat memahami konsep dari praktik pangompangan 

yang terjadi.   

Sedangkan menurut Ulama Muhammadiyah Cabang Kraksaan 

menyatakan bahwa kurang sepakat dengan adanya praktik pangompangan 

yang terjadi di masyarakat pasalnya tidak ada akad dan praktik yang 

terlaksana adalah praktik hutang piutang bukan praktik tolong menolong, 

namun jika memang diniati dengan menyumbang atau membantu maka 

boleh-boleh saja dilaksanakan. Menurut Ulama Muhammadiyah landasan 

dalam praktik pangompangan ini adalah Q.S Al-Maidah ayat 2 yang 

menyatakan anjuran tolong menolong dalam kebaikan dan larangan tolong 

menolong dalam keburukan.  

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah adalah organisasi keagamaan 

dan kemasyarakatan terbesar di Indonesia. Perbedaan pendapat yang terjadi 

dalam dua golongan ini dapat dilihat dari berbedanya latar belakang 

organisasi masing-masing. Dimana masing-masing golongan mempunyai 

metode ijtihad atau cara menggali hukum yang berbeda. Dan kedua golongan 

ini juga memiliki lembaga pengkajian permasalahan hukum masing-masing, 

yakni Bahstul Masail untuk lembaga pengkajian hukum Nahdlatul Ulama dan 

Majelis Tarjih untuk lembaga pengkajian hukum milik Muhammadiyah. 
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2. Analisis Perbandingan Metode Istinbat Terhadap Praktik Pangompangan 

Menurut Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Cabang 

Kraksaan. 

Metode Istinbat yang digunakan masing-masing organisasi tersebut 

juga terdapat perbedaan, yakni: 

Ulama Nahdlatul Ulama Cabang Kraksaan menanggapi praktik 

pangompangan yang terlaksana di Desa Sogaan, Kec. Pakuniran, Kab. 

Probolinggo menggunakan dua metode. Pertama, K.H Munir Kholili 

menggunakan metode Ijtihad Ilhaqi yang menyamakan praktik 

pangompangan dengan praktik bowohan atau koleman yang juga merupakan 

salah satu praktik yang terlaksaan saat acara pernikahan. Kedua, KH. 

Mudhofir Irwani, K.H Sholeh Isnaini, dan Ustadz Ridho menggunakan 

metode Manhaji dimana pendapat yang mereka paparkan merujuk kepada Al-

Qur’an Q.S Al-Baqarah ayat 282. K.H  Mudhofir Irwani juga menggunakan 

Qawa>’id Fiqhiyah dalam menyikapi praktik pangompangan ini, Qawa>’id 

fiqhiyah yang digunakan adalah العادة محكحة, kedua hal ini masuk dalam 

kategori Metode Manhaji. 

a. Ulama Nahdlatul Ulama Cabang Kraksaan selalu menggunakan metode 

istinbat Nahdlatul Ulama dalam menyikapi setiap permasalahan yang 

muncul. Metode istinbat Nahdlatul Ulama ada tiga metode, yakni:  
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1) Metode Qauli, adalah mempelajari masaah yang dihadapi dan 

kemudian mencari jawabannya dalam kitab-kitab fiqih empat 

mazhab dan mengacu langsung pada teks aslinya. 

2) Metode Ilh}aqi, adalah cara istinbat hukum dengan menyamakan 

permasalahan yang baru atau permasalahan yang belum ada 

hukumnya dengan permasalahan yang serupa dan telah terjawab 

dalam kitab-kitab fiqih. 

3) Metode Manhaji, adalah cara menyelesaikan masalah dengan 

menempuh jalan bahtsul masail dan menggunakan pemikiran yang 

beracuan pada penetapan hukum yang telah dipilih oleh para Imam 

Mazhab.  

Sedangkan Ulama Muhammadiyah Cabang Kraksaan dalam 

menggunakan metode istinbat dalam menyikapi praktik pangompangan yang 

terlaksana di Desa Sogaan, Kec. Pakuniran, Kab. Probolinggo antara lain: 

Ulama Muhammadiyah dalam menyikapi praktik pangompangan ini 

adalah menggunakan metode Al-Ijtiha>d al-qiyasi yang mana metode ini 

ialah penyelesaian kasus baru dengan cara menganalogikan atau 

menyamakan dengan kasus yang hukumnya telah diatur dalam Al-Quran 

yang dalam ini terdapat pada Q.S Al-Maidah ayat 2. 
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Ulama Muhammadiyah juga menggunakan metode yang tertulis 

dalam Manhaj Tarjih Muhammadiyah, yaitu: 

1) Al-Ijtihad Al-Bayani, ialah cara penyelesaian hukum dengan 

mendapatkan hukum dari nash zhanni dengan mencari dasar-dasar 

intrepretasi atau tafsir. 

2) Al-Ijtihad Al-Qiyasi, ialah cara menyelesaikan permasalahan baru 

dengan menyamakan atau menganalogikan dengan permasalahan yang 

telah terdapat aturan hukumnya dalam Al-Qur’an atau Hadits. 

3) Al-Ijtihad Al-Istislahi, ialah cara menyelesaikan permasalahan dengan 

menggunakan penalaran yang didasarkan akan kemaslahatan. 

Penggunaan metode ini dilaksanakan saat permasalahan tersebut tidak 

ada ketentuan nashnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang dilakukan, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Ulama Nahdlatul Ulama mengatakan bahwa praktik pangompangan ini 

sah dilaksanakan, karena menurut mereka praktik ini merupakan suatu 

kebiasaan dan masyarakat sudah sangat mengerti bahwa hal yang 

disumbangkan nanti harus di gantikan. K.H Munir Kholili menyatakan 

bahwa praktik ini merupakan akad hibah bi t}awab dan K.H Mudhofir 

Irwani, K.H Sholeh Isnaini, dan Ustadz Ridho menyatakan ini adalah 

akad hutang piutang. Sedangkan Ulama Muhammadiyah menyatakan 

bahwa praktik pangompangan ini adalah akad tolong menolong dan 

karena bentuk tolong menolong yang menjadi hutang piutang dalam 

praktinya maka Ulama Muhammadiyah tidak membolehkan dengan 

adanya praktik pangompangan disini, karena adanya indikasi perubahan 

tujuan dari pemberian menjadi hutang piutang, dan tidak adanya akad 

yang pasti dalam praktik tersebut. 

2. Hukum praktik pangompangan menurut Ulama Nahdlatul Ulama adalah 

sah. K.H Munir Kholili menyatakan praktik ini adalah Hibah bi t}awab, 

dan Ulama Nahdlatul Ulama yang lain, yakni K.H Mudhofir Irwani, K.H 
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Sholeh Isnaini, Ustadz Ridho menyatakan ini adalah akad hutang 

piutang. Sedangkan menurut Ulama Muhammadiyah hukum praktik 

pangompangan ini adalah tidak boleh dilaksanakan karena bentuk tolong 

menolong yang berubah menjadi hutang piutang.  

Metode istinbat yang digunakan K.H Munir Kholili sebagai salah 

satu Ulama Nahdlatul Ulama Cabang Kraksaan, Probolinggo ialah 

menggunakan metode Ilh{aqi yakni menganalogikan atau menyamakan 

suatu hukum yang belum ditemukan pendapat hukumnya dalam kitab 

pada permasalahan yang telah ada pembahasannya di dalam kitab-kitab 

mazhab Dalam permasalahan ini praktik pangompangan yang terjadi di 

Desa Sogaan, Kec. Pakuniran, Kab. Probolinggo adalah permasalahan 

yang belum ada ketetapan hukumnya, lalu di analogikan dengan 

permaslahan bowohan yang menggunakan pendapat Imam Abu Bakar bin 

Sayyid Muhammad Syata al-Dimyati dalam kitabnya I’anah Al-Thalibin. 

Serta 3 dari 4 Ulama Nahdlatul Ulama yang diwawancarai yakni  K.H 

Mudhofir Irwani, K.H Sholeh Isnaini, dan Ustadz Muhammad Ridho 

menggunakan Metode Manhaji dalam menyikapi praktik pangompangan 

ini, metode Manhaji adalah metode istinbat yang menggunakan 

pemikiran dan merujuk kepada penetapan hukum yang telah dipilih oleh 

Imam-Imam Mazhab. 
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Sedangkan metode Istinbat yang digunakan oleh Ulama 

Muhammadiyah menggunakan metode Al-Ijtihad Al-Qiyasi yakni 

penyelesaian masalah atau cara pencarian huku dengan cara menyamakan 

kasus baru dengan kasus yang hukumnya telah di atur dalam Al-Quran 

dan Hadits. Dan dalam permasalahan ini Ulama Muhammadiyah 

mengacu kepada Q.S Al-Maidah ayat 2. 

B. Saran 

Perbedaan yang ditemukan dalam aspek keorganisasian 

masyrakat ini bukanlah hal yang mengharuskan kita untuk hidup sendiri-

sendiri, namun walau ada perbedaan kita harus tetap satu karena kita adalah 

Umat Islam dan Warga Negara Indonesia, dimana oleh agama dan negara kita 

di anjurkan untuk saling menghormati dan menjaga kerukunan antar suku, 

budaya, dan begitu pula antar organasasi kemasyarakatan ini. Sebagai umat 

islam harusnya jika melaksanakan praktik pangompangan ini setiap warga 

dapat memilah dulu mana yang mampu dan mana yang tidak, agar nantinya 

baik orang menengah ke bawah juga tidak merasa terbebani akan keharusan 

mengembalikan barang ompangan dalam praktik pangompangan seperti ini.  
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